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KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, dan sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk
menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas

pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal
Asing Enam dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam
pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak
Penanaman Modal Asing Enam. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat
penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas

dan dalam rangka perwujudan good government secara berkesinambungan.

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Pajak Tahun 2020 — 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak ini berisi pernyataan visi, misi, dan
strategi Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai

tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Dalam menjalankan Rencana Strategis tersebut di atas seluruh aparatur di
lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam telah
disatukan dalam visi yang berbunyi sebagai berikut: “Menjadi Mitra Terpercaya
Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui
Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan
Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi
Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang
Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Selanjutnya sebagai pengejawantahan dari Visi tersebut dan upaya untuk
mendukung Misi Kementerian Keuangan, maka dinyatakanlah Misi Direktorat

Jenderal Pajak yaitu:



'-idjp i

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi

Indonesia;

2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan
terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan

hukum yang adil; dan

3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya
organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang

berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dengan menyatakan visi dan misi tersebut terkandung maksud agar
seluruh aparat di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing
Enam sepakat, betapa sangat menantangnya tugas yang diamanatkan dan harus
dilaksanakan dengan berhasil. Selanjutnya, dengan dilandasi moto “ASIX:
Accountable, Smile, Initiative, Akuntabel, dan Xpress”, menjadi penyemangat
seluruh insan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam dalam

mengemban tugas yang diamanatkan untuk berhasil.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIN tahun 2024 ini masih
jauh dari sempurna, oleh sebab itu saran serta bimbingan para stakeholder sangat

diharapkan agar penyusunan LAKIN ke depannya menjadi lebih baik.

Jakarta, 31 Januari 2025
Kepala Kantor,

Dwi Prasetyo Widodo
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam
untuk Tahun 2024 menunjukkan hasil yang memuaskan dengan indeks Nilai
Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109,39, mengalami peningkatan dibandingkan
dengan tahun sebelumnya yang tercatat pada nilai 105,23. Capaian kinerja ini
didasarkan pada empat perspektif strategis yang telah berhasil ditingkatkan

sepanjang tahun 2024

1. Stakeholder Perspective

Target penerimaan negara dari sektor pajak tercapai dengan indeks kinerja
sebesar 101,56. Penerimaan pajak yang optimal (100,63%) serta pertumbuhan
penerimaan pajak bruto yang melampaui target (102,85%) menjadi faktor utama
pencapaian ini.
2. Customer Perspective

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat dengan indeks kinerja 104,51, yang
mencerminkan keberhasilan dalam pengawasan pembayaran masa dan
peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Wajib Pajak yang mencapai 121,75%.
3. Internal Process Perspective

Pelaksanaan berbagai proses internal seperti edukasi, pelayanan, pengawasan,
dan penegakan hukum tercatat dengan indeks kinerja 116,04. Efektivitas
pengawasan pembayaran masa (117,84%) dan penegakan hukum yang maksimal
(120,00%) menjadi indikator yang menonjol.

4. Learning & Growth Perspective

Pengelolaan organisasi yang adaptif dengan pengelolaan sumber daya manusia
yang berkualitas tercermin pada indeks kinerja 116,05. Kompetensi SDM tercatat
pada angka 117,50%, dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang
sempurna (120,00%).

Secara keseluruhan, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing
Enam berhasil mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak, serta menjalankan proses internal secara efektif. Laporan ini menjadi

dasar untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal
Asing Enam disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian
tujuan/sasaran strategis dan penggunaan anggaran yang dibebankan kepada
Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam sesuai dengan amanat
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Laporan Kinerja juga berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban
kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi
Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian Visi dan Misi Direktorat Jenderal
Pajak.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam
Tahun 2024 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas
keberhasilan atau kegagalan pencapaian Visi dan Misi yang dibebankan kepada
Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam Tahun 2024. Laporan
Kinerja ini berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan
sebagai transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak

menuju terwujudnya Good Governance.

Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai umpan balik guna lebih
meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak
secara bertahap dan  berkesinambungan serta  sebagai  bentuk
pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian Visi dan Misi

Direktorat Jenderal Pajak.

Pelaksanaan Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal
Asing Enam dilandasi oleh tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

www.pajak.go.id
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210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1961)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1356).

Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak yaitu membantu Direktorat Jenderal
Pajak dalam menyelenggarakan sebagian tugas operasional di bidang perpajakan

dan mempunyai Visi, yaitu:

“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan
Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif,

Berintegritas, dan Berkeadilan.”

Dengan Visi tersebut diharapkan agar seluruh aparat Kantor Pelayanan Pajak

dapat mengamankan penerimaan negara sesuai dengan target yang diberikan.

Demikian Laporan Kinerja 2024 ini disusun untuk memberikan gambaran
yang jelas dan transparan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas hasil kerja
yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing
Enam selama tahun 2024. Diharapkan dengan penyusunan Laporan Kinerja ini
tujuan yang ingin dicapai berupa tercapainya target IKU 2025 dapat terlaksana
sehingga di masa yang akan datang Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal
Asing Enam menjadi organisasi yang berkinerja tinggi serta mampu menerapkan

good governance dengan sebaik-baiknya.
B. TUGAS, FUNGSI, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak
Penanaman Modal Asing Enam mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

Melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan

hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak

www.pajak.go.id
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Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan

Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman
Modal Asing Enam menyelenggarakan fungsi:
a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
b. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
c. pendaftaran Waijib Pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
d. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
e. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib
Pajak maupun masyarakat;
f. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
g. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan
produk layanan perpajakan;
h. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
i. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data
internal dan eksternal,

pemutakhiran basis data perpajakan;

[—

k. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;

pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;

. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
pengelolaan dokumen perpajakan dan non-perpajakan; dan

T ©o 5 3

pelaksanaan administrasi kantor.

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam merupakan

Kantor Pelayanan Pajak yang melayani Wajib Pajak yang memiliki

permodalan asing dengan lingkup usaha meliputi:

a. Bidang usaha konstruksi;

b. Bidang usaha perdagangan ekspor kecuali perdagangan mobil dan
sepeda motor;

c. Bidang usaha perdagangan impor kecuali perdagangan mobil dan
sepeda motor;

d. Bidang usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan
minuman;

e. Bidang usaha real estate;

www.pajak.go.id
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f. Bidang usaha jasa kebersihan;

g. Bidang usaha kegiatan organisasi yang tidak diklasifikasikan di tempat
lain;

h. Bidang usaha jasa rekreasi, kebudayaan dan olah raga;

i. Bidang usaha jasa kegiatan lainnya; dan

j- Bidang usaha kegiatan yang belum jelas batasannya.

2. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak
Penanaman Modal Asing Enam sebagai instansi vertikal yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah
DJP Jakarta Khusus. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing
Enam memiliki wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Indonesia tempat
kedudukan di mana Wajib Pajak Badan Penanaman Modal Asing sesuai
Klasifikasi Lapangan Usaha yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak
Penanaman Modal Asing Enam berada.

3. Struktur Organisasi
Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam di bawah
koordinasi Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Pajak. Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal
Asing Enam dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan membawabhi:
a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;

c. Seksi Pelayanan;

d

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;

www.pajak.go.id
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e. Seksi Pengawasan I;

f. Seksi Pengawasan lI;
g. Seksi Pengawasan llI;
h. Seksi Pengawasan |V;

Seksi Pengawasan V; dan
J.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan perincian tugas dan fungsi Subbag/Seksi sebagai berikut:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata
usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan
pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko,
internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen
non-perpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data
Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan
dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian,
pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan,
perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut
kerjasama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan
dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil
penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan
dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan
dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan
monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk
hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan
Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan
dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan
memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya
melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan
registrasi  perpajakan, penerimaan dan pengolahan  Surat
Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian
permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib
Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan

penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan

www.pajak.go.id



[_,djp 10

melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk

hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan
dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui
pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan
aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan
angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang
pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan
penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan
penagihan.

e. Seksi Pengawasan |, Seksi Pengawasan IlI, Seksi Pengawasan lll,
Seksi Pengawasan 1V, dan Seksi Pengawasan V
Masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan
pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi
peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan,
pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan
pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi
pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan,
pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data
perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada
Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan
pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan

penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Jumlah sumber daya manusia yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak
Penanaman Modal Asing Enam per 31 Desember 2024 adalah 130

pegawai yang terdiri dari:

a. Eselonlli : 1 orang
b. Eselon IV : 9 orang
c. Fungsional Pemeriksa Pajak : 35 orang
d. Fungsional Penyuluh Pajak : 8 orang
e. Fungsional Penilai Pajak : 2 orang
f. Account Representative : 42 orang
g. Pelaksana : 28 orang

www.pajak.go.id
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h. Sekretaris : 1 orang
i. Bendahara : 1 orang
j. Operator Console : 2 orang

Berikut adalah rincian jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak

Penanaman Modal Asing Enam berdasarkan gender:

Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Wanita: 40

Distribusi pegawai berdasarkan jenis kelamin di dalam organisasi. Dari
total 130 pegawai, sebanyak 90 orang (69%) adalah pria, sedangkan 40

orang (31%) adalah wanita.

Rincian pegawai berdasarkan generasi:

Pegawai Berdasarkan Generasi

Gen Z (1995-2010): 23
Gen X (1965-1980): 47

Gen 'Y (1981-1994): 60

Komposisi pegawai organisasi berdasarkan generasi. Dari total 130
pegawai, jumlah pegawai terbagi ke dalam tiga kelompok generasi sebagai
berikut :

Generasi X (1965-1980): 47 orang (36%)

Generasi Y atau Milenial (1981-1994): 60 orang (46%)

www.pajak.go.id
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Generasi Z (1995-2010): 23 orang (18%)

Rincian pegawai berdasarkan Pendidikan :
Pegawai Berdasarkan Pendidikan

70

60
- 64
40 30
30
15 14
20 T
10 | |
0 I I
D1 D3 D4 S1 52

Distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang telah dicapai. Dari
total 130 pegawai, komposisi berdasarkan tingkat pendidikan adalah
sebagai berikut:

D1: 15 orang (12%)
D3: 14 orang (11%)
D4: 7 orang (5%)

S1: 64 orang (49%)
S2: 30 orang (23%)

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Bab | Pendahuluan
Menjelaskan tentang penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi
organisasi.

Bab Il Perencanaan Kinerja
Berisikan tentang Ringkasan/lkhtisar Perjanjian Kinerja Tahun
2024, Rencana Strategis, Visi, Misi, Sasaran, Kebijakan, dan
Program KPP serta Rencana Kinerja Kegiatan Tahun 2024
beserta indikator keberhasilan pencapaiannya. Serta Addendum
Kontrak Kinerja Tahun 2024.

Bab Il Akuntabilitas Kinerja

www.pajak.go.id
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Menguraikan tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi

Anggaran.

Bab IV  Penutup
Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi
untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam Tahun 2024, diharapkan
aparat Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam semakin
terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya atas
sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi dapat dicapai.
Selain itu diharapkan pula berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan akan dapat
dievaluasi, sehingga untuk pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih
baik.

www.pajak.go.id
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BAB Il

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan
kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan
koordinatif, serta disusun berdasarkan alur pemikiran mulai dari Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program Instansi untuk mewujudkannya.
Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam sebagai bagian dari
Direktorat Jenderal Pajak menjalankan Perencanaan Strategis dengan
berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program
Instansi untuk mewujudkannya yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal
Pajak.

Berikut adalah pengertian atas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan
Program Instansi Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam,
yaitu:

1. Visi

Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan

Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk

ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh

segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak.

Visi Direktorat Jenderal Pajak (Renstra Tahun 2020 — 2024):

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk
Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan
Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan
Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian
Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk
Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif,
Inklusif dan Berkeadilan”

Visi Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam:

Visi KPP Penanaman Modal Asing Enam sejalan dengan Visi
Direktorat Jenderal Pajak vyaitu: Menjadi Mitra Terpercaya

Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara
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melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien,
Efektif, Berintregritas dan Berkeadilan
2. Misi
Misi adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan
(eksistensi), tugas, fungsi, peranan, dan tanggung jawab Direktorat
Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dan
peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip
dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang lingkungannya

dimana Direktorat Jenderal Pajak beraktivitas dan berinteraksi.

Misi Direktorat Jenderal Pajak (Renstra Tahun 2020 — 2024):

1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan
ekonomi Indonesia;

2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas
dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta
penegakan hukum yang adil; dan

3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung
budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur

pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Misi Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam:
Misi KPP Penanaman Modal Asing Enam sejalan dengan Misi
Direktorat Jenderal Pajak dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Pajak Tahun 2020 - 2024, yaitu:

1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan
ekonomi Indonesia;

2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas
dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta
penegakan hukum yang adil; dan

3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung
budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur

pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.
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Motto Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam:

ASIX

A ccountable

Hasil pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan dan sejalan dengan nilai-

nilai kementerian keuangan
Smile

Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan keramahan dan sikap

profesionalisme

Initiative

Selalu berusaha maju ke arah yang lebih baik
Xpress

Cepat tanggap dalam menyelesaikan pekerjaan maupun dalam

menghadapi permasalahan

Janji Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing

Enam: SIX

Serve u better

Memberikan pelayanan perpajakan yang terbaik kepada Wajib Pajak dan
pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
|ntegrity

Selalu menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja, menghindari
korupsi, kolusi, dan nepotisme

Xcellent

Selalu berupaya menuju kesempurnaan, baik dalam memberikan

pelayanan maupun terkait dengan pekerjaan lainnya.

Beberapa faktor strategis yang sangat berpengaruh terhadap tingkat
keberhasilan pencapaian, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia;

b. Politik, yaitu berkaitan dengan masalah situasi dan kondisi keamanan

negara yang akan berpengaruh terhadap penanaman modal asing;
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c. Perundang-undangan, yaitu berkaitan dengan pemahaman ketentuan

perundang-undangan perpajakan dan administrasinya,;

d. Keuangan, yaitu dalam menentukan target penerimaan pajak serta
realisasinya;

e. Penentuan dan pengembangan baru, yaitu upaya untuk menentukan
subjek dan objek pajak baru di wilayah tertentu;

f. Kesetiaan pelanggan, yaitu berkaitan dengan bagaimana menciptakan
sistem pelayanan yang baik dan nyaman sehingga menimbulkan kesan
positif dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;

g. Iklim industri yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan
modalnya di Indonesia; dan

h. Organisasi, yaitu berkaitan dengan organisasi yang sehat dan terbebas
dari masalah-masalah yang ada pada struktur organisasi, sehingga
dapat mendukung lingkungan kerja kondusif terhadap perubahan

lingkungan.

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan tersebut,
maka diperlukanlah Sasaran Strategis di Kantor Pelayanan Pajak
Penanaman Modal Asing Enam. Sasaran Strategis ini didefinisikan
sebagai pernyataan tentang apa yang ingin dicapai, atau apa yang ingin
dilakukan, atau apa yang seharusnya kita miliki.

Sebagai alat ukur pencapaiannya, diperlukan Indikator Kerja yang
memenuhi kriteria SMART-C yaitu:

Specific (spesifik);

Measurable (terukur);

a
b

c. Achievable (dapat dicapai);

d. Relevant (sesuai visi dan misi serta tujuan strategis organisasi);

e. Time-bounded (memiliki batas waktu pencapaian); dan

f. Continuously improved (sesuai perkembangan strategi organisasi)
Indikator Kerja tersebut berupa Indikator Kinerja Utama yang merupakan

penjabaran dari Sasaran Strategis.

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan
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Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi, dan
merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun
waktu tertentu, 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Untuk
mewujudkan visi dan misinya, KPP Penanaman Modal Asing Enam
menyelaraskan dengan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020
— 2024, yaitu:

1) pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;

2) penerimaan negara yang optimal; dan

3) birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

b. Penetapan Sasaran
Dalam rangka mencapai tujuannya, KPP Penanaman Modal Asing
Enam menyelaraskan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi
yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak sepanjang tahun
2020 — 2024 sebagai berikut:

1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan
fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal
yang ekspansif dan konsolidatif;

2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan
negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor
pajak yang optimal.

3) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan
layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:

a. Organisasi dan SDM yang optimal.

b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.

c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai

tambabh.
4. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait, yang
ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan
pegangan bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar
tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran,
tujuan, misi, dan visi.
Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam memiliki 3 (tiga)

kebijaksanaan, yaitu:
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a. Melakukan pembenahan internal KPP;
b. Meningkatkan dan pengamanan jumlah penerimaan pajak; dan
c. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak.

5. Program
Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu
yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing
Enam dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan
dan sasaran yang ditetapkan. Program-program yang ditetapkan untuk
masing-masing kebijaksanaan adalah dengan melakukan kegiatan-
kegiatan untuk mewujudkan 3 (tiga) kebijaksanaan yang telah ditetapkan
di atas dengan melaksanakan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Pajak

Penanaman Modal Asing Enam.

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja (PK) disusun berdasarkan  Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di
Lingkungan Kementerian Keuangan dan Surat Edaran Menteri Keuangan
Nomor SE-17/MK.1/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan manajemen Kinerja
di Lingkungan Kementerian Keuangan serta mempertimbangkan Rencana
Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 - 2024. Perjanjian Kinerja
merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pemilik Kinerja
(UPK) dengan Pimpinan UPK diatasnya. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
merupakan dokumen kesepakatan sebagai hasil dialog kinerja antara
pegawai dengan atasan langsung masing-masing atas rencana kinerja yang
akan dicapai pada periode tertentu. Penandatanganan PK dan/ atau SKP
Kemenkeu-Three Kepala KPP Penanaman Modal Asing Enam dilakukan
setelah Penandatanganan PK dan/ atau SKP Kemenkeu-Two di atasnya yang
telah ditandatangani sebelumnya.

Pada adendum Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Penanaman Modal Asing Enam Nomor PK-11A/WPJ.07/2024 tahun 2024,
terdapat 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis yang mengakomodir amanat yang

tercantum dalam Renstra DJP Tahun 2020 - 2024. Masing-masing sasaran
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strategis tersebut dirinci kembali dan diformulasikan ke dalam satu atau

beberapa indikator kinerja utama (IKU). Sasaran strategis tersebut adalah:
Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal;

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;

Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;

Edukasi dan pelayanan yang efektif;

Persentase pengawasan pembayaran masa;

Pengujian kepatuhan material yang efektif;

Penegakan hukum yang efektif;

Data dan informasi yang berkualitas;

© ©® N o g w DR

Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif; dan

10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.
Berikut ini disajikan Sasaran Strategis serta Target Indikator Kinerja Utama

pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam untuk tahun
2024 :
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Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

21

Target

01a-CP  |Persentase realisasi penerimaan pajak 100%
Penerimaan negara dari - . .
1 sektor pajak yang optimal  [01b-CP Indeks reahsaél Rertumbuban penerimaan pajak 100
bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
022-CP Pers.en’case realisasi penerimaan pajak dari 100%
. kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
Kepatuhan tahun berjalan —
2 ane tinee Persentase capaian tingkat kepatuhan
yang tngs 02b-CP  |penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak 100%
Badan dan Orang Pribadi
3 Kepatuhan tahun 03-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari 100%
sebelumnya yang tinggi kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) ’
04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar 749,
1 Edukasi dan pelayanan yang |~ |atas kegiatan edukasi dan penyuluhan °
efektif 04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas 100%
Penyuluhan
5 Pengawasan peglbayaran 054-CP Persent'ase pengawasan pembayaran masa WP 90%
masa yang efektif Strategis
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan
06a-CP 100%
5 atas data dan/atau keterangan WP Strategis 00%
6 Pengu.pan kepatuha4n 06b-N Per.sen’case pemanfaatan data selain tahun 100%
material yang efektif berjalan
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan
06c-N %
5 Wajib Pajak KPP tepat waktu 100%
07a-CP  [Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100%
7b- i ivi i %
7 |Penegakan hukum yang efek 07b-CP  |Tingkat efektivitas pe1.1ag1han : : 75%
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti o
07¢-N 100%
Permulaan
8 Data dan informasi yang 08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan 100%
berkualitas dan Produksi Alat Keterangan ’
092-N Tlngkat Kuah.tas Kompetensi dan Pelaksanaan 100
L Kegiatan Kebintalan SDM
Pengelolaan Organisasi dan — - -
9 . 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85
SDM yang adaptif P - :
Indeks efektivitas implementasi manajemen
09¢c-N - . s 90
kinerja dan manajemen risiko
10 |Pengelolaan keuangan yang [10a-CP  |Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing
Enam adalah terwujudnya kewajiban dari seluruh rangkaian kegiatan yang
dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya
menjalankan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan sebelumnya melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Pada bab ini dikemukakan rencana dan realisasi dari setiap kegiatan untuk
menjalankan program Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam
selama tahun 2024 dan dilakukan Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan, Evaluasi

dan Analisis Pencapaian Sasaran, serta Akuntabilitas Keuangan.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berikut dijelaskan atas capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis yang ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman

Modal Asing Enam pada tahun 2024:

2. Sasaran dan Strategis (SS): Penerimaan Negara dari Sektor Pajak
yang Optimal

a. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TIR Q1 Q2 s1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Realisasi 21,28% 45,98% 45,98% 73,07% 73,07% 100,63% 100,63%
Capaian 85,12% 91,96% 91,96% 97,43% 97,43% 100,63% 100,63%

e Deskripsi Sasaran Strategis
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P
melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan
Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan
penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.
o Definisi IKU
Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan
pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan
Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga
(SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan
(SPMPP).
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Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi

penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam
Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan
secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk
Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU
APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN,
atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target
penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang
didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui
Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi
Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil
DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui
Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana
Penerimaan Per KPP.

e Formula

| Realisasi penerimaan pajak

100%
I Target penerimaan pajak X °

e Realisasi IKU

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak 2024

Nama Unit Es. Il : Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
Nama Unit Es. Ill : KPP PMA ENAM
Periode Pelaporan : Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024
Nama IKU : Persentase realisasi penerimaan pajak
Formula IKU Realisasi \ pajak x100%
Target penerimaan pajak
. Menurut [l
No. Uraian Target Reaal Selisih
1 |Raw Data
a. Pembilang 12.775.452.131.000,00 12.856.106.489.802,00 -80.654.358.802,00
b. Penyebut 12.775.452.131.000,00 12.775.452.131.000,00| -
2 Realisasi IKU 100,00%| 100,63% -0,63%
3 Target IKU 100,00% 100,00% 0,00%
Indeks Capaian IKU -0,63%
Penjelasan :
No. | Uraian Jumlah
1 \Total Penerimaan Pajak Netto Bulan Januari s.d. Desember 2024
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ABLIKASI PORTAL DR

BERANDA| RACHMAN SAMPURNO |LOG QUT

Kinerja Penerimaan
TAHUN [2024 v BULAN SAMPAI [Desember w JUNIT [KPP Se-KANWIL V] URUT [Pencapaian | Perhitungan [Tetal __w] | Linat Data |

DOWNLOAD PENYESUAIN PERTUMBUHAN

PENERIAAN TAHUN BERIALAN | e v |

1 — T BT
T R T T T M T

1 DENAMAMANMODALASNGLIMA 1662850813000 23,674,697 510,662 98,002,608 135.554,675,381 =100 0104

2 PENANAMANMODALASINGDUA  21137097.026000 26,163,729,590,583 1338.245,575.628 74508595436 110405272567 wes e 43

3 PENANAMAN MODAL ASINGEMPAT 10,318,

S410173416545856  SI1901116463 93844320700 1 s 405 LT

4 BADANDAN ORANGASING 14,5025

6485 10048238454 sagTeneTs 1

5 PENAMAMANMODALASNGENAM 12,7754 0,090 44500221061 -108, 10838503 881 1.

& PEANAMANMODALASNGTICA 192633 45714169, 2 ) 1005

7 PENAMAMANMODALASINGSATU  13,140,007,200,000 0L

3 DERUSABAANMASUKEURSA 4407162502300

OW0ES666  135.614,126217 255006100006 262448368436 47,855,

© MINYAKDAN GASEUNI 96200330,132000 3

1815 65,660,

296 100969 304455 -GS 8T1084508 638772229 5 101,115 451,742,521 Wi asm e

Jumisn 256,142.950.216,000 213 401,760.866,337 75,031,201 02318 556,840,157, 3

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024
tercatat sebesar Rp. 12.856.106.489.802. Dengan target sebesar
Rp.2.775.452.131, realisasinya mencapai 100,63%, sehingga terdapat
kelebihan capaian sebesar 0,63%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian
kinerja melebihi target yang telah ditetapkan.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja

lima tahun sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Persentase realisasi penerimaan pajak | 86,59% 107,66% | 117,97% | 101,75% | 100,63%

3) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar

nasional

4) Penjelasan pendukung atas IKU
Target penerimaan pajak sebesar 100,00% atau Rp.12.775.452.131.000
dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 100,63% atau
Rp.12.856.106.489.802. Upaya pencapaian target yang telah dilakukan
antara lain sebagai berikut:
1) Menjalin komunikasi dengan Wajib Pajak via Whatsapp/Email.
2) Sosialisasi tentang insentif-insentif perpajakan terbaru dan
pengawasan pembayaran masa terhadap Wajib Pajak.
3) Pemerintah telah menerbitkan insentif-insentif ke dunia usaha baik
penurunan PPnBM kendaraan bermotor maupun DP 0% terhadap
penjualan rumah, atas insentif tersebut telah dilakukan Klarifikasi

terdapat proses bisnis Wajib Pajak apakah terjadi peningkatan
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omset terutama ke Wajib Pajak perdagangan importir bahan baku

ke industri otomotif maupun Wajib Pajak jasa konstruksi.

4) Menjaga pembayaran rutin Wajib Pajak dan menanyakan apabila
pembayaran turun.

5) Menerbitkan STP atas pembayaran yang terlambat.

6) Melakukan analisis laporan keuangan terutama kepada Wajib
Pajak Prioritas.

7) Cleansing data pemicu pada approweb.

8) Peningkatan kapasitas pegawai dengan mempelajari modul
Transfer Pricing serta e-learning DJP.

9) Melakukan Analisa Transfer Pricing.

10) Mitigasi rencana pembayaran pajak Wajib Pajak.

11) Pengenalan dan update kegiatan usaha Wajib Pajak secara virtual
dan pengisian kuesioner.

12) Peningkatan kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan
Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).

13) Melaksanakan Tindakan Penagihan Aktif dari penerbitan Surat

Teguran, Surat Paksa, dan Sita termasuk Sita Rekening.

Salah satu kendala utama dalam realisasi PPM adalah menipisnya
bahan baku PKM, yang terjadi akibat tidak adanya penambahan Wajib
Pajak di KPP PMA Enam. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan
sumber daya dalam pelaksanaan PKM, sehingga target yang
diharapkan menjadi sulit tercapai. Selain itu, pengendalian atas Lebih
Bayar berbanding terbalik dengan deviasi perencanaan kas, yang
mengakibatkan realisasi PPM tidak dapat dilakukan secara tahun
berjalan. Hal ini terjadi karena perbedaan antara estimasi perencanaan
kas dan realisasi di lapangan, yang dapat menimbulkan

ketidakseimbangan dalam perencanaan dan realisasi keuangan.
Rekomandasi Rencana Aksi untuk Periode 2025 :

1. Menetapkan penanggung jawab/koordinator PKM agar terjadi
peningkatan kualitas PKM yang mengakibatkan peninkatan
kuantitas bahan baku PKM.
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2. Pelaksanaan aplikasi renpen yang sesuai dengan penetapan

renpen awal dan renpen akhir, sehingga dapat diketahui realisasi
PPM.

b. IKU Indeks Realisasi Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi
Perencanaan Kas

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TIR Q1 Q2 St Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 100 100 100 100 100 100 100
Realisasi 105,58 100,16 100,16 104,18 104,18 102,85 102,85
Capaian 105,58 100,16 100,16 104,18 104,18 102,85 102,85

e Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P
melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan
Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan
penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

e Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:
1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.
1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur
melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot
komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot
komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen
yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%. Komponen
pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah
pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan
dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto
nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen . Komponen pertumbuhan
unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan
realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100

persen.
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Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun

berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun
berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun
lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak
bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto
nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto
nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi
penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam
Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan
secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk
Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan
Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian
realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan
penyesuaian dalam hal:

(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang
mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau
pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

(2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana
dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP
(bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur
Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan
Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat
pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang
mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau
pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai
berikut:

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama
merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja
lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode
yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar
di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak

awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
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b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru
merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit
kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan
pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang
terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO
sampai dengan akhir periode.

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
| Proyeksi penerimaan kas - Realisasi penerimaan kas |
Deviasi bulan = X100%
Proyeksi penerimaan kas
PN Deviasi bulan (m1) + Deviasi bulan (m2) + Deviasi bulan (m3)
Deviasi triwulan =
Deviasi s.d. triwulan X Deviasi triwulan n (tn)
n (tn) = n
Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi
perencanaan penerimaan kas
- . Realisasi Persentase deviasi
Range deviasi penerimaan .
Kas akurasi perencanaan
penerimaan kas

Deviasi < 1,00% 120

1,00% < Deviasi < 4,00% 110

4,00% < Deviasi < 8,00% 100

8,00% < Deviasi < 12,00% 90

12,00% < Deviasi < 16,00% 80

Deviasi > 16,00% 70
1. Presentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto
No Uraian Pertumbuhan 2024 Pertumbuhan Unit Kerja (%) Pertumbuhan Nasional (%) Real}sasl L0 (40% Ui

Kerja + 60% Nasional)
1 Persentase realisasi pertumbuhan 8.81% 108.81% 103.61%) 105,69%
| [penerimaan pajak bruto
2. P Deviasi Akurasi P¢ Kas
Deviasi s.d. TW 4 ((Deviasi
. Deviasi Per Triwulan TW 1 + Deviasi TW 2) + s
No Uraian Deviasi TW 3 + Deviasi TW Realisasi IKUs.d. TW 3
4)14)
W1 w2 W3 TW4

1 |Persentase Deviasi Akurasi 570% 10,72% 5.89% 2,65% 6,24% 100%
| [Perencanaan Kas

(50% x Indeks Capaian Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto) + (50% x Indeks Capaian Persentase Deviasi Akurasi

Formula IKU Perencanaan Kas)

102,85%
102,85

Realisasi Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi
Perencanaan Kas sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar
102,85%. Dengan target sebesar 100%, capaian IKU sebesar 100,63%,
sehingga terdapat kelebihan capaian sebesar 0,63%. Hal ini menunjukkan

bahwa pencapaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja

lima tahun sebelumnya
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Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Indeks realisasi pertumbuhan
penerimaan pajak bruto dan deviasi N/A N/A N/A 109,16% | 102,85
proyeksi perencanaan kas

3) Penjelasan pendukung atas IKU
Deviasi proyeksi perencanaan kas belum dapat meramalkan
kondisi pembayaran PPN impor dalam kaitannya dengan Migas dan Mata
Uang Asing. Sistematika pengawasan PPM yang mengandalkan akurasi
data dari Wajib Pajak namun di dalam internal Wajib Pajak sendiri tidak

terjadi integrasi pembayaran pajak.

Rekomendasi Rencana Aksi untuk Periode 2025 :

1. Melakukan penetapan renpen awal dan akhir sehingga mengurangi
resiko pelebaran deviasi.

2. Melakukan pendekatan aktif secara intens terhadap Wajib Pajak.

3. Sasaran dan Strategis (SS): Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi
a. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TIR Q1 Q2 S1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Realisasi 94,00% 45,89% 45,89% 77,44% 77,44% | 100,66% 100,66%
Capaian 120% 91,78% 01,78% | 103,25% | 103,25% | 100,66% 100,66%

o Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak
pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung
pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
o Definisi IKU
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan
oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang
mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak
Nasional.
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target
penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala

Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait
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yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target

Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi
Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target
penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala
Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

e Formula

| Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM

100%
| Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM * ’

e Realisasi IKU

Nama Unit Es. Il : Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
Nama Unit Es. Ill : KPP PMA ENAM
Periode Pelaporan : Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024
Nama IKU : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
Realisasi 1 pajak dari kegiatan PPM
Formula KU Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM X100%
3 Menurut -
No. Uraian Target Realisasi Selisih
1. |Raw Data
a. Pembilang 11.879.517.557.000 11.958.380.047.033 (78.862.490.033)
b. Penyebut 11.879.517.557.000 11.879.517.557.000 -
2. |Realisasi IKU 100,00% 100,66% -0,66%
3. [Target IKU 100,00%| 100,00% 0,00%
Indeks Capaian IKU -0,66%
Penjelasan :
No. | Uraian | Jumlah
1 |T0tal Penerimaan Penerimaan pajak dari kegiatan PPM Bulan Januari s.d. Desember 2024 f 11.958.380.047.033

Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir Desember
2024 tercatat sebesar 100,66%. Dengan target sebesar 100%, capaian
IKU sebesar 100,66%, sehingga terdapat kelebihan capaian sebesar
0,66%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja melebihi target
yang telah ditetapkan.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja

lima tahun sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Persentase realisasi penerimaan pajak
dari kegiatan Pengawasan N/A 115,06% | 117,48% | 100,00% | 100,66%
Pembayaran Masa (PPM)

3) Penjelasan pendukung atas IKU
Upaya pencapaian target yang telah dilakukan antara lain sebagai
berikut:
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1) Melakukan pengumpulan data dan melakukan pengolahan data secara
manual sampai aplikasi yang dipersiapkan dapat digunakan.

2) Melakukan update data Wajib Pajak.

3) Melakukan penelitian kegiatan usaha Wajib Pajak.

4) Melakukan analisa data SPT dan Laporan Keuangan.

5) Melakukan penelitian Rencana Aksi Korporasi.

6) Penelitian Pemanfaatan Data Approweb dan Portal DJP serta data pihak
ketiga.

7) Melakukan penggalian potensi pajak sektoral.

8) Melakukan analisa Transaksi Hubungan Istimewa.

9) Melakukan analisa data secara Komprehensif.

10) Melaksanakan tindakan penagihan aktif dari penerbitan Surat Teguran,
Surat Paksa, dan Sita termasuk Sita Rekening.

11) Membuat profil Penanggung Pajak dan permintaan aset tracing untuk
membantu rencana penagihan aktif.

12) Melakukan rekalkulasi atas ketetapan yang sudah ada putusan agar
menjadi inkrah dan dapat ditagih.

13) Melakukan tindakan penagihan persuasif melalui pembahasan dengan
undangan atau melalui telepon.

Tidak ada kendala yang berarti dalam pencapaian target IKU
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM). Berikut merupakan rekomendasi Rencana
Aksi Tahun 2025 :

Melakukan pengawasan berbasis risiko ketidakpatuhan yang
didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan
probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi
ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong
kepatuhan sukarela (voluntary compliance ) melalui tools yang disediakan

Approweb seperti Compliance Risk Management /Integrated Risk Engine.

b. IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TIR Q1 Q2 S1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 60% 80% 80% 90% 90% 100% 100%
Realisasi 180,51% 106,19% 106,19% | 117,07% | 117,00% | 121,75% 121,75%
Capaian 120,00% 120,00% 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% 120,00%
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e Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada
tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung
pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

e Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan
PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah
SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi
dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT
Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun
pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang
Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang
disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama
tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang
batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk
pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang
pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang
mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk:
bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan
(Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah
dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang
dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT
Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota
Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur
dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang
jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4
UU KUP.
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Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun
2024 adalah sebagai berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024
oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target
Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan
pembobotan 1,2;

b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau
selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam
target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada
Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi
dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang
menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta
Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan
melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

e Formula

(1,2 jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang + jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat
disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT) waktu oleh WP wajib SPT X 100%

Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023

e Realisasi IKU

a b epa e
059 - KPP Penanaman 686 686 600 62 18 6| 662 662| 121,75% 100.00%| 120.00%
Modal Asing Enam

Seksi Pengawasan | 124

124 110 11 3 0

Seksi Pengawasan I 147 147 131 9 5 2

Seksi Pengawasan |11 131 131 111 15! 4 1

Seksi Pengawasan IV 88 88 73 11 2 2

ol o o o o o
ol o o o o o

Seksi Pengawasan V 114

114 101 11 2 0 ‘ ‘ ‘ ‘

Realisasi Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan

akhir Desember 2024 tercatat sebesar 121,25%. Dengan target sebesar

100%, capaian IKU sebesar 120,00%. Hal ini menunjukkan bahwa
pencapaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja

lima tahun sebelumnya
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Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Persentase capaian tingkat kepatuhan
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib | 95,90% 101,27% | 100,00% | 106,73% | 121,75%
Pajak Badan dan Orang Pribadi

3) Penjelasan pendukung atas IKU
Upaya pencapaian target yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan wawancara mengenai
keberlangsungan usaha Wajib Pajak (going concern test).

2. Melakukan pendekatan ke Wajib Pajak agar dapat melaporkan SPT
Tahunan tepat waktu.
Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak.
Melakukan pengawasan dan wawancara mengenai
keberlangsungan usaha Wajib Pajak (going concern test).

5. Melakukan kunjungan ke lokasi usaha Wajib Pajak yang belum
melaporkan SPT Tahunan 2022 setelah jatuh tempo pelaporan

6. Meneliti Wajib Pajak yang telah mendaftarkan akta pembubaran
sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikecualikan dari
pengawasan rutin KPP dan ditetapkan sebagai WP NE.

Tidak ada kendala yang berarti dalam pencapaian target IKU
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib
Pajak Badan dan Orang Pribadi. Berikut merupakan rekomendasi Rencana
Aksi Tahun 2025 :

1. Menentukan kriteria yang jelas mengenai WP Wajib SPT dan
mengirimkannya dalam dokumen formal sehingga tidak ada perbedaan
persepsi antar unit vertikal mengenai target kepatuhan pelaporan.

2. Melakukan pendekatan ke Wajib Pajak agar dapat melaporkan SPT
Tahunan tepat waktu.

Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak.
Lebih meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak

4. Sasaran dan Strategis (SS): Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang
Tinggi
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a. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian
Kepatuhan Material (PKM)
1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TIR Q1 Q2 St Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Realisasi 15,48% 47,10% 47,10% 40,23% 40,23% | 100,19% 100,19%
Capaian 61,92% 94,20% 94,20% 53,64% 53,64% | 100,19% 100,19%

e Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak
sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan
penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

e Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan
Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor
Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur
tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target
penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala
Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait
yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target
Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi
Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target
penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala
Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

e Formula

‘ Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM
‘ Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM

x 100%

e Realisasi IKU
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Nama Unit Es. Il : Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
Nama Unit Es. lll : KPP PMA ENAM
Periode Pelaporan : Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2024
Nama IKU : Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM
Formula IKU : - - - - x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM
Menurut
No. Uraian Selisih
Target Realisasi
1. |Raw Data
a. Pembilang 895.934.574.000 897.726.442.773 (1.791.868.773)
b. Penyebut 895.934.574.000 895.934.574.000 -
2. |Realisasi IKU 100,00% 100,20% -0,20%
3. |Target IKU 100,00% 100,00% 0,00%
Penjelasan :
No. Uraian Jumlah

Total Penerimaan Penerimaan pajak dari kegiatan PKM Bulan Januari s.d.

1 Desember 2024

897.726.442.773

Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan
Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan akhir Desember
2024 tercatat sebesar 100,20%. Dengan target sebesar 100%, capaian
IKU sebesar 100,20%, sehingga terdapat kelebihan capaian sebesar
0,20%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja melebihi target
yang telah ditetapkan.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja

lima tahun sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Persentase realisasi penerimaan pajak
dari kegiatan Pengujian Kepatuhan N/A 70,40% 126,40% | 55,72% | 100,20%
Material (PKM)

3) Penjelasan pendukung atas IKU

Beberapa kendala dalam pencapaian target IKU Persentase
realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material
(PKM) diantaranya adalah Terbatasnya bahan baku PKM serta kurangnya
kesadaran atau pemahaman dari wajib pajak mengenai kewajiban
perpajakan.

Upaya pencapaian target yang telah dilakukan antara lain sebagai
berikut:
1) Melakukan pengumpulan data dan melakukan pengolahan data secara

manual sampai aplikasi yang dipersiapkan dapat digunakan.

2) Melakukan update data Wajib Pajak.
3) Melakukan penelitian kegiatan usaha Wajib Pajak.

4) Melakukan analisa data SPT dan Laporan Keuangan.
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5) Melakukan penelitian Rencana Aksi Korporasi.

6) Penelitian Pemanfaatan Data Approweb dan Portal DJP serta data
pihak ketiga.

7) Melakukan penggalian potensi pajak sektoral.

8) Melakukan analisa Transaksi Hubungan Istimewa.

9) Melakukan analisa data secara Komprehensif.

10) Pengawasan Pembayaran Masa meliputi penerbitan STP

11) Pengujian Kepatuhan Material melalui penerbitan LHPT, SP2DK, BA
dan LHP2DK

12) Melaksanakan tindakan penagihan aktif dari penerbitan Surat Teguran,
Surat Paksa, dan Sita termasuk Sita Rekening.

13) Membuat profil Penanggung Pajak dan permintaan aset tracing untuk
membantu rencana penagihan aktif.

14) Melakukan rekalkulasi atas ketetapan yang sudah ada putusan agar
menjadi inkrah dan dapat ditagih.

15) Melakukan tindakan penagihan persuasif melalui pembahasan dengan

undangan atau melalui telepon.
Rekomendasi Rencana Aksi Tahun 2025 :

Melakukan pengawasan berbasis risiko ketidakpatuhan yang
didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis
yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi
ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong
kepatuhan sukarela (voluntary compliance ) melalui tools yang disediakan

Approweb seperti Compliance Risk Management /Integrated Risk Engine.

5. Sasaran dan Strategis (SS): Edukasi dan Pelayanan yang Efektif
a. IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan
Edukasi dan Penyuluhan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TIR Q1 Q2 S1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 10% 40% 40% 60% 69% 74 74
Realisasi 51,62% 75,92% 75,92% 74,00% 86,92% 88,80 88,80
Capaian 120,00% 120,00% 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% 120,00%

e Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta
pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat

menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah
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perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat

waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
o Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian
informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga
pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan
serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral
dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang
tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar
terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema | - Meningkatkan Kesadaran Pajak

2. Tema Il - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

3. Tema Il - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan
Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini
adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung
secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit
kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam
aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi
dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak
diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian
IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah
realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.
Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah
maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada
awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil
DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas

Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.
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Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan

rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan
dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing
tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT
Kolaboratif dan DSPT mandiri.
DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan
edukasi perpajakan tema Ill, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi
perpajakan tema lll, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut
untuk ditetapkan sebagai DSPT temal |l.
Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema Il
adalah sebagai berikut.
1. Perubahan Perilaku Pelaporan
a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi
edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak
jatuh tempo;
b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur
Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk
Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

e Formula

IKU EP = {(25%x Rasio Kegiatan| + (30%x Rasio Perubahan Perilaku Lapor] + (45% x Rasio Perubahan
Perilalon Bayar}

e Realisasi IKU
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2)

3)

Data Unit Kerja

Breakdown Penghitungan Capaian Unit Kerja

59 - PENANAMAN MODAL ASING ENAM

Keglata Perubahan Perilaku Rasio Capalan IKU

Realisasi Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas
Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan sampai dengan akhir Desember 2024
tercatat sebesar 88,80%. Dengan target sebesar 74%, capaian IKU
sebesar 120%, Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja melebihi
target yang telah ditetapkan.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja

lima tahun sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Persentase perubahan perilaku lapor
dan bayar atas kegiatan edukasi dan 130,00% 80,40% 84,40% 84,00% 88,80%
penyuluhan

Penjelasan pendukung atas IKU
Kendala dalam pencapaian IKU Persentase perubahan perilaku
lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan diantaranya adalah
karena kurangnya sumber daya manusia serta sarana prasarana yang
mendukung.
Upaya pencapaian target yang telah dilakukan antara lain sebagai
berikut:
1) Mengatur sumber daya yang ada, sehingga semua tugas terlaksanakan
dengan baik.
2) Bekerjasama dengan mengadakan penyuluhan kepada Wajib Pajak
dengan cara daring maupun hybrid.
3) Melakukan kegiatan kelas pajak (One to Many) untuk memberikan
edukasi kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak mendapatkan

informasi terkait peraturan perpajakan yang terbaru.
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4) Kegiatan edukasi dilakukan dengan segera, agar tidak terlambat
memberikan informasi kepada Wajib Pajak.

5) Edukasi dan bimbingan teknis UU HPP.

6) Edukasi peraturan-peraturan terbaru.

7) Edukasi terkait pelaporan SPT Tahunan.

Rekomendasi Rencana Aksi Tahun 2025 :

1. Mengatur sumber daya yang ada, sehingga semua tugas terlaksanakan
dengan baik.

2. Bekerjasama dengan mengadakan penyuluhan kepada Wajib Pajak
dengan cara daring maupun hybrid .

b. IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TIR Q1 Q2 s1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 5% 10% 10% 15% 15% 85% 100%
Realisasi 6,30% 12,00% 12,00% 18,00% 18,00% 87,94 105,94%

Capaian 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 105,94%

o Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta
pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat
menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah
perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat
waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
o Definisi IKU
Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan
yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib
Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal
dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan
Hasil Survei.
Realisasi Triwulan | s.d. Triwulan Il diperoleh dari hasil survei yang
dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.
1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas
pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi

perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
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3.Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan
oleh Kanwil DJP.
Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan,

dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja
vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan
Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan
untuk realisasi IKU Triwulan V.

Survei tersebut mengukur:

1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;

2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan

3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan
sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah
hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

e Formula

Indeks Hasil Survei

e Realisasi IKU

Indeks i dan Kanwil DIP dan
Indeks dan i KPP
Tahun 2024
Nilal Indeks Triwulan IV Tahun 2024 Wlal fadhohs Triwuton
IV Tahun 2024 Nilai realisasi IKU
KPP Kanwil
No KANWILKPP

Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks.

KPP Kanwil | KU KPP TW| Realisasi Y4 Realisasi Y-

Pelayanan | Penyuluhan | Kehumasan = 2024 KPP | U | 2024 Kanwil

—d

89.22 85 4 8300 8591 89.05 107 .05
1

54 _|KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA 84 68 8614 8929 10729

7
—

[ 56 |KPP PENANAMAN MODAL ASING ENAM 7.93 81.7: B4 84 B7.94 105.94
- T LX) () L. 120
58_|KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU 155 87.70 9.62 6290 110.00
59_|KPP PENANAMAN MODAL ASING DUA 3684 83.00 84 92 88.03 106.03

60_|KPP PENANAMAN MODAL ASING EMPAT 9044 8587 8815 9138 109.38
61_|KPP MINYAK DAN GAS BUMI 91.85 8351 87.68 90.89 108.89
62_|KPP PENANAMAN MODAL ASING TIGA 8835 86.96 87.66 90.86 108.86

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dengan
target 100,00% dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar
105,94% dengan capaian IKU sebesar 105,94.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja

lima tahun sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi [ Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Indeks Kepuasan Pelayanan dan

82,74 84,63 89,34 82,51 105,94%
Efektivitas Penyuluhan 0
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3) Penjelasan pendukung atas IKU

Kendala dalam pencapaian IKU Indeks kepuasan pelayanan dan
efektivitas penyuluhan diantaranya adalah karena kurangnya sumber daya
manusia serta sarana prasarana yang mendukung.

Upaya pencapaian target yang telah dilakukan antara lain sebagai
berikut:

1. Melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan
edukasi agar edukasi yang diberikan kepada Wajib Pajak mudah
dipahami, dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak, dan edukasi
yang diberikan tidak membosankan sehingga Wajib Pajak
mendapatkan kepuasan atas edukasi tersebut.

Melakukan evaluasi untuk perbaikan kegiatan edukasi berikutnya.

3. Memberikan edukasi tepat waktu. Perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan kegiatan edukasi yang lebih baik dengan

mempertimbangkan evaluasi dari penyuluhan sebelumnya.
Rekomendasi Rencana Aksi Tahun 2025 :

1. Mengatur sumber daya yang ada, sehingga semua tugas
terlaksanakan dengan baik.
2. Bekerjasama dengan mengadakan penyuluhan kepada Wajib Pajak

dengan cara daring maupun hybrid .

6. Sasaran dan Strategis (SS): Persentase Pengawasan Pembayaran
Masa

a. IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TIR Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Realisasi 120,00% 120,00% 120,00% 108,86% 108,86% 120% 120%
Capaian 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00%

e Deskripsi Sasaran Strategis
Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak
e Definisi IKU
Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan
pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa
dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan

(jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Strategis.
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Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah

penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya
Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25
dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib
Pajak Strategis.
1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti
(Strategis):
a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti
adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP
yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang
Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa
wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas
pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang
telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang
dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan
pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor
pusat.
b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran
PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta
pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan
masa pajak Oktober tahun berjalan
untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP
Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan
pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya
dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan
SPT-nya bagi pembayaran yang tidak
diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas
Kantor Pusat DJP.
c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada

Triwulan 1, Il, lll, dan IV adalah atas daftar Nominatif STP yang diturunkan
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melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode
triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan 11: sampai dengan bulan Mei;
d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut
Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan
sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dan tindaklanjut Daftar
Nominatif STP selain huruf ¢ yang memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud pada huruf b.
2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah
penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara
realisasi Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan Penelitian dengan Jumlah
Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan
jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari
Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan
angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi
perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara
lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat
lainnya;
e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar
Nominatif sebagai data lainnya;
f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan
Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh
KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHP?);
g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah
Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang
Diterbitkan Surat Imbauan;
h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib
Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat
Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan;

dan
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I. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah

penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat
Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25,
berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana
berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;
60% untuk Kualitas Penelitian;
Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas
Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan
bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.
3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah
penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara
Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan
dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan
yang Seharusnya Diterbitkan;
c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan
adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan
Hasil Penelitian (LHP?);
d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya
Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan

IIl adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun
berjalan sampai dengan sebelum

bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan 1I: sampai dengan bulan Mei;
e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang
disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari
sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan
oleh Account Representative;
f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan
jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan
Hasil Penelitian (LHP?);
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g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah

LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka
LHP2DK tahun berjalan;

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi
Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan
(LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian
dengan nilai minimal Rp100.000,-;

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data
pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j- Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih
lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan,
berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana
berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen
tersebut (penyebut # 0), maka penghitungan realisasi Persentase
Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot
sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;

- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;

- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;
Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen
tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase
Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50%
untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.
Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka
mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan
Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk
komponen yang memiliki target angka mutlak.

e Formula
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(Persentase Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti X 40%) +

Persentase Pengawasan
Pembayaran Masa Wajib = (Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25 X 30%) +
Pajak Strategis

(Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan x 30%)

Nominatif STP yang

Persentase Daftar ( Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut
Ditindaklanjuti

9
Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti) x100%

Persentase Penelitian
Kenaikan Angsuran PPh = (Kuantitas Penelitian x 40%) + (Kualitas Penelitian x 60%)
Pasal 25

( Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian

1009
Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian) X %

Kuantitas Penelitian

Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran
Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan

Kualitas Penelitian = ( ) x100%

Persentase Tindak Lanjut

Data Perpajakan Tahun = (Kuantitas Penelitian x 60%) + (Kualitas Penelitian x 40%)
Berjalan

. . Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan 100%
Kuantitas Penelitian ~\Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan X °

. » Jumlah LHP2DK Tahun berjalan yang Diterbitkan 100%
Kualitas Penelitian - Target angka LHP2DK Tahun Berjalan X ’
e Realisasi IKU
Dashboard Aktivitas PPM 2024
T ata Parpaakan  Panambahan WP o 3
Dashbosrd
Realisasi Strategis
120% 0% 0% 120,00% 90% 120,00%
Realisasi Kewilayshan
% % % 0,00% 90% 0,00%
Capaian IKU PPM
A %] Q @ 2]
120,00% 0,00% 120,00% 90% 120,00%

Indikator Kinerja Utama yaitu persentase pengawasan pembayaran

masa WP Strategis dengan target 90,00% dan realisasi sampai dengan 31
Desember 2024 sebesar 117,84% dengan capaian IKU sebesar 120,00.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja

lima tahun sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Persentase pengawasan pembayaran

) N/A 90,00% | 102,96% | 120,00% | 117,84%
masa WP Strategis

3) Penjelasan pendukung atas IKU
Tidak ada kendala berarti dalam pencapaian target IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa WP Strategis. Berikut
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merupakan upaya pencapaian target yang telah dilakukan antara lain

sebagai berikut:

1) Menjalin komunikasi dengan Wajib Pajak via Whatsapp/Email.

2) Menjaga pembayaran rutin Wajib Pajak dan menanyakan pembayaran
turun.

3) Menerbitkan STP atas pembayaran terlambat.

4) Melakukan analisis laporan keuangan terutama Wajib Pajak Prioritas.

5) Melakukan Analisa Data Penerimaan Pajak (Data MPN).

6) Melakukan penelitian kewajiban pemotongan/ pemungutan pajak.

7) Melakukan analisa perilaku pembayaran Wajib Pajak terhadap aktifitas
sektor usaha.

8) Melakukan pengawasan atas pemanfaatan insentif perpajakan.
Rekomendasi Rencana Aksi Tahun 2025 :

Melanjutkan kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa meliputi
penerbitan STP, dan dinamisasi setoran PPh Pasal 25 setelah SPT
Tahunan 2023 terlapor untuk Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT
Tahunan PPh Badan 2023 pada triwulan | tahun 2025.

7. Sasaran dan Strategis (SS): Pengujian Kepatuhan Material yang
Efektif

a. IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data
dan/atau Keterangan WP Strategis

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TIR Q1 Q2 Si Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 10% 40% 40% 75% 75% 100% 100%
Realisasi 27,00% 102,43% 102,43% | 90,00% 90,00% 120% 120%
Capaian 120,00% 120,00% 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% 120,00%

e Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi,
data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan
cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif)
untuk mendorong kepatuhan sukarela.
e Definisi IKU
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP
Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan
Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai
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dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan

Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti
dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data
dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan
Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite
Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data
dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi
dua komponen:

A.Komponen Penelitian (40%)
B.Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah
bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun
2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023
dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.
Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah
target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.
B.Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah
bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding
dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/
atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024
Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada
tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak
Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-
05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024
(termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan
SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang
daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan
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Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang
diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun

2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.
Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah
target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.
LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;

2. Usulan pemeriksaan;

3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai
SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;

2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

e Formula

Persentase penyelesaian

permintaan penjelasan atas (40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
data dan/atau keterangan

Wajib Pajak Strategis

120%

Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024

Capaian Penelitian (Maks. x 100%
120%)

Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis

Maksimal 120%

Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis

Capaian Tindak Lanjut x 100%

(Maks. 120%) . )
Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis

Maksimal 120%

e Realisasi IKU

IKU P4DK Strategis 2024

Dastbowd ~ P4DKStrategss  PADKKewdlayahan  CekData  Informasi dan Manual IKU

Periode IKU ol - |

Komponen Tindak Lanjut (60 %)

a b b e [ ] h i ) k
130. KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS 2.160,00 120,00% 2:160,00 364,20 a7 303,30 ,00% ,00% 100%
052 PENANAMAN MODAL ASING SATU 188,00 120,00% 188,00 295,60 % 3415 20,00% 20,00% 100%
540,00 120,00% 540,00 801,80 61 2690 20,00% 20,00% 100%
216,00 120,00% 21600 30490 &2 7125 120,009 20,00% 100%
192,00 120,00% 19200 39035 3% 2,60 2 120,009 100%
192,00 120,00% 19200 27380 15 1350 20.00% 100%
192,00 120,00% 18200 309,90 2 20,60 20,00% 100%
UMA 182,00 120,00% 18200 36520 £ 8875 120,00% 120,00% 100%
059 PENANAMAN MODAL ASING ENAM 198,00 504,90 120,00% 198,00 562,10 1,50 100%
081 MINYAK DAN GAS BUMI 240,00 406,80 120,00% 240,00 34055 4 405 20,00% 20,00% 100%
NASIONAL 6260000 | 108.016,80 120,00% 62.410,00 86.120,55 16837 12383.20 ,00% ,00% 100%

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data
dan/atau keterangan WP Strategis dengan target 100,00% dan realisasi
sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 120,00% dengan capaian IKU
sebesar 120,00.
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2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja

lima tahun sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase penyelesaian permintaan
penjelasan atas data dan/atau N/A 100,00% | 188,09% | 120,00% | 120,00%
keterangan WP Strategis

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
Tidak ada kendala yang berarti dalam pencapaian IKU Persentase

penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP

Strategis. Berikut adalah paya pencapaian target yang telah dilakukan

antara lain:

1. Penetapan WP DSP4 oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus, Adjustment
atas WP DSP4

2. Penetapan WP DPP Kolaboratif Triwulan Ill, dan Pengujian
Kepatuhan Material atas WP DPP Triwulan Il melalui penerbitan
LHPT, SP2DK, BA dan LHP2DK, penerbitan STP selain tahun
berjalan berdasarkan dafnom aplikasi internal maupun berdasarkan
rekomendasri pemeriksa eksternal (BPK), dan

3. Pemanfaatan data pemicu tahun berjalan maupun selain tahun

berjalan.
Rekomendasi Rencana Aksi Tahun 2025:

Menindaklanjuti kegiatan pengawasan yang didukung teknologi
informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan proses bisnis yang
mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi
ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong

kepatuhan sukarela (voluntary compliance ).

b. IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TIR Q1 Q2 S1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 100% 100% 100% 100% 100%|  100% 100%
Realisasi 120,00% 120,00% 120,00% 119,71%|  119,71%|  120% 120%
Capaian 120,00% 120,00% 120,00% | 119,71% | 119.71% | 120,00% 120,00%

e Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi,

data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan
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cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif)

untuk mendorong kepatuhan sukarela.
o Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri
dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.
Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
1. Pemanfaatan Data STP
Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan
antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah

Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh,
PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa),
tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan
pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas
keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi
pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas
Kantor Pusat DJP.

5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor
pusat melalui aplikasi Approweb

6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada
Triwulan 1, II, Ill dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan
melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode
triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan 1I: sampai dengan bulan Mei;

- triwulan 1ll: sampai dengan bulan Agustus; dan

- triwulan 1V: sampai dengan bulan November.
b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut
Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan

sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
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c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat

diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP
dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari
Data Matching.
f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase
Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor
Pusat DJP.
2. Pemanfaatan Data Matching
a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun
berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga
Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);

- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)

- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di
approweb pada tahun 2024;

- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH
tahun 2024;

- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang
tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun
berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang
memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;

- tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau
pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;

- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa
Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3
dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi
dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);

- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah
mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan
meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi

dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
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c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan

oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan
30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian
komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

e Formula

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)
2

Pemanfaatan Data STP :

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti
Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti

x 100%

Pemanfaatan Data Matching :

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)

Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti

1009
Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan x100%

e Realisasi IKU

Dashboard IKU Pemanfaatan Data PKM 2024

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dengan target

100,00% dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar
120,00% dengan capaian IKU sebesar 120,00.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja

lima tahun sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Persentase pemanfaatan data selain

. N/A N/A N/A 120,00% | 120,00%
tahun berjalan

3) Penjelasan pendukung atas IKU
Tidak ada kendala yang berarti dalam pencapaian target IKU
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya pencapaian

target yang telah dilakukan antara lain yaitu dengan penetapan WP DSP4
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oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus, Adjustment atas WP DSP4, penetapan

WP DPP Kolaboratif Triwulan Ill, dan Pengujian Kepatuhan Material atas
WP DPP Triwulan Il melalui penerbitan LHPT, SP2DK, BA dan LHP2DK,
penerbitan STP selain tahun berjalan berdasarkan dafnom aplikasi internal
maupun berdasarkan rekomendasri pemeriksa eksternal (BPK), dan

pemanfaatan data pemicu tahun berjalan maupun selain tahun berjalan.

Rekomendasi Rencana Aksi Tahun 2025:

Melakukan pengawasan berbasis risiko ketidakpatuhan yang
didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis
yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi
ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong
kepatuhan sukarela (voluntary compliance ) melalui tools yang disediakan

Approweb seperti Compliance Risk Management /Integrated Risk Engine.

c. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP
Tepat Waktu
1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R Q1 Q2 S1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Realisasi 96,75% 102,48% 102,48% 88,35% 88,35% 100,19% 100,19%
Capaian 96,75% 102,48% 102,48% 88,35% 88,35% 100,19% 100,19%

e Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi,
data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan
cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif)
untuk mendorong kepatuhan sukarela.
o Definisi IKU
Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan
dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP
untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan
Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan
Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah
dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap
target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1
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Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat
waktu (bobot 30%)
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP

adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP
(KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau,
dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP
selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP
KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan | memuat rencana aksi/kegiatan
yang akan dilaksanakan pada triwulan | tahun berjalan dan evaluasi
pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada
bulan Januari tahun berjalan;

2. laporan pelaksanaan tugas triwulan Il memuat rencana aksi/kegiatan
yang akan dilaksanakan pada triwulan Il tahun berjalan dan evaluasi
pelaksanaan rencana aksi triwulan | tahun berjalan dilaporkan pada bulan
April tahun berjalan;

3. laporan pelaksanaan tugas triwulan Ill memuat rencana aksi/kegiatan
yang akan dilaksanakan pada triwulan 1ll tahun berjalan dan evaluasi
pelaksanaan rencana aksi triwulan Il tahun berjalan dilaporkan pada bulan
Juli tahun berjalan; dan

4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan
yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi
pelaksanaan rencana aksi triwulan Il tahun berjalan dilaporkan pada bulan
Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur
ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan
tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas
KPDJP. Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP
dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan
tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya
meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)
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Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk
mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan
penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas
Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM
rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.
Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM
Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah
daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun
berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan
Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang
Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant
business process maupun DSPP Kolaboratif Berdasarkan SE-15/PJ/2018,
Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang
didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan
pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan
melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.
Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai
potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat
terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan
Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan
yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan
Success Rate.Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi
usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak
yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang
diperlukan (sesuai gameplan awal tahun).

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

e Formula
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Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30%
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)
= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)
= Nilai Potensi yang diusulkan

1009
Target Pemenuhan Bahan Baku * &

e Realisasi IKU

Nama Unit Es. I Kantor Wilayah DIP Jakarta Khusus

Nama Unit Es. lll KPP PMA Enam

Periode Pelaporan Sampai Dengan Triwulan lll Tahun 2024

Nama IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

No Uraian Poin [ Realisasi [Target | Capaian
| |Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP 4’3‘ 120‘00%‘ 100‘00%| 120,00%

tepat waktu

2. Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

[ Rapor Kinerja Unit Per Fungsi

No Uraian ‘ — I Realisasi ‘ Target Capaian
g
1 [Kualitas Komite Kepatuh: | 92,81%| 83,05%| 91,02%| 88,96%)| 80,00%| 111,20%
3 bahan baku terhadap target PKM (bobot 30%)
No | Uraian | Realisasi Target | Capaian |
T
bahan baku terhadap target o
: ‘PKM Pemeriksaan (bobot 30%) 53.97% 100,00% 53.97%

30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite

Formula IKU kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

96,67%

Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat
waktu dengan target 100,00% dan realisasi sampai dengan 31 Desember
2024 sebesar 96,67% dengan capaian IKU sebesar 96,67.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja

lima tahun sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite
Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat N/A N/A N/A N/A 96,67%
waktu

3) Penjelasan pendukung atas IKU

Terdapat kendala dalam pencapaian IKU Efektivitas Pengelolaan
Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu yaitu PKM Pemeriksaan
yang sulit dilakukan peningkatan mengingat jumlah dari Wajib Pajak KPP
PMA Enam yang tidak bertambah sedangkan yang tersedia sudah hampir
seluruhnya dilakukan pemeriksaan.Upaya pencapaian target yang telah
dilakukan antara lain yaitu :
1. Melakukan bedah Wajib Pajak dengan TIM komiter kepatuhan agar
kualitas objek pemeriksaan bisa lebih baik sehingga bisa ditingkatkan ke

arah pemeriksaan;
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2. Tindakan diskusi secara pairing antara seksi pengawasan dan

fungsional pemeriksa dengan tujuan pemeriksaan lebih efisien dan efektif
dengan hasil yang optimal.

Rekomendasi Rencana Aksi Tahun 2025:
Melakukan secara intensif terhadap bedah Wajib Pajak dan pairing

agar diperoleh peningkatan bahan baku pemeriksaan.

8. Sasaran dan Strategis (SS): Penegakan Hukum yang Efektif
a. IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TIR Q1 Q2 S1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Realisasi 120,00% 120,00% 120,00% | 120,00% | 120,00% 120% 120%
Capaian 120,00% 120,00% 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% 120,00%

o Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan,
penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang
dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan
efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

o Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur
berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data
potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun
berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan
tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.Efektivitas
Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian
penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua
parameter, yaitu:
A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:
a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data
potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit
tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
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c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot
30%)

d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot
25%)

e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan
nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas
Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan
dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara
penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

A. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur
berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat

waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

a. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
b. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU
Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas
Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak
maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas
Penilai Pajak.

e Formula
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Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

* Capaian maksimal 120%

Contoh Penghitungan Realisasi dan Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan:

a b © d=c:b e=dxa
var1 Persentase nilai SK!D terbit tahun berjalan dibandingkan 15% 75% | 74.319% | 99,08% 14,86%
dengan data potensi DSPP
Var 2 Pergemase n||§| SKP disetujui dibandingkan dengan SKP 25% 100% | 85.00% | 85,00% 21.25%
terbit tahun berjalan
Var3 |Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan 30% 100% | 93,74% | 93,74% 28,12%
Var4  |Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan tepat waktu |  25% 75% | 93,23% | 120% *) 30,00%
vars Persenta.se. nilai .ketgtapan terbit tahun berjalan dibandingkan 5% 70% | 74,64% | 106,63% 5.33%
dengan nilai restitusi
Realisasi Seluruh Komponen Efektivitas Pemeriksaan
Target Komponen Efektivitas Pemeriksaan 80%
Capaian Komponen Efektivitas Pemeriksaan 120% *)
Keterangan:
*) capaian per masing-masing variabel serta capaian total komponen efektivitas pemeriksaan maksimal 120%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivi Penilai dalah sebagai berik

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian
Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)

* Capaian maksimal 120%

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)
+

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

e Realisasi IKU

TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN

NAMA VARIABEL BOBOT | TARGET |REALISASI|CAPAIAN* CAPAIAN
X BOBOT
1 Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan
dibandingkan dengan data potensi DSPP 15% 75% 79,08%|  106,64% 16,00%
Persentase nilai SKP disetujui
2 |dibandingkan dengan SKP Terbit tahun
berjalan 25% 100% 97,67% 97,67% 24,42%
3 Persentase realisasi penyelesaian
pemeriksaan 30% 100%| 100,39%| 100,39% 30,12%
4 Persentase penyelesaian pemeriksaan
tepat waktu 25% 75% 89,49%| 119,31% 29,83%
5 Persentase ketetapan dibandingkan
dengan nilai restitusi 5% 70% 61,31% 87,59% 4,38%
Realisasi IKU 104,74%
*Max 120%
Capaian IKU* = (Realisasi IKU/Target IKU) 120,00%

*Max 120%
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Perhitungan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penilaian

Capaian Realisasi
No Nama IKU Periode Capaian Bobot dikali
KU
Bobot
Persentase
1 Penyelesaian 120,00% 60% 72,00%
Penilaian
Persentase Triwulan 1l 120,00%
Penyelesaian 120% 40% 48%
Penilaian Tepat
Waktu

Tingkat efektivitas pemeriksaan dengan target 100,00% dan
realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 120,00% dengan
capaian IKU sebesar 120,00. Tingkat efektivitas penagihan dengan target
75,00% dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 106,75%
dengan capaian IKU sebesar 120,00. Sehingga total Capaian IKU Tingkat
Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian adalah 120,00.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja

lima tahun sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan
penilaian N/A N/A N/A N/A 120%

3) Penjelasan pendukung atas IKU
Tidak ada kendala yang berarti dalam pencapaian IKU Tingkat
efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Upaya pencapaian target yang telah
dilakukan antara lain sebagai berikut:

1) Mempercepat penyelesaian pemeriksaan.
2) Monitoring penyelesaian pemeriksaan.
3) Meningkatkan kualitas audit plan agar mendukung percepatan

pemeriksaan.
Rekomendasi Rencana Aksi Tahun 2025:
Meningkatkan kualitas audit plan agar mendukung percepatan

pemeriksaan.

b. IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024
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T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
Target 15% 30% 30% 45% 45% 75% 75%
Realisasi 17,02% 53,86% 53,86% 59,63% 59,63% 106,75% 106,75%
Capaian 113,47% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00%

e Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan,
penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang
dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan
efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

e Definisi IKU
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur
tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap
Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak.
Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).
1. Variabel tindakan penagihan (50%)
Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

a. Penerbitan Surat Teguran;

b. Pemberitahuan Surat Paksa;

c. Pemblokiran;

d. Penyitaan; dan

e. Penjualan Barang Sitaan.
Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan
wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah
surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan
kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan
Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi

SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
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Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan

biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah
pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara
(JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap
telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan
Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan
Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta
kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka,
tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang
dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening
WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum
dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK,
LIJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak
mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap
dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang
Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak
menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan
dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan
adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang
Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka
umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui
usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan
barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang.
Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari
lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau
dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah
Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan
yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang
ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:
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2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib
Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan
dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan
penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka
mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka
tindakan penagihan setidak-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.
Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-
kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC
tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31
Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC
yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidak-
tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya
Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya
aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.
Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib
Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya
Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya
aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan),
maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi
terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa
penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi
tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan
dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di
SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi
Manajemen Barang Sitaan;

2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan
pengumuman lelang;

3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang

dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain
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yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan

Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan
Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan
Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas
Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau
Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri
Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP
DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan
adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan
tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta
bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang
dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas
tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan
tindakan penagihan. Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih
dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan
diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka
penarikan data melalui sistem.
3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan
melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.
Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan
yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024
sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana
Sumber Penerimaan Pajak.
Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan
melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

e Formula
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[50% x Variabel Tindalmn Fenagihan) +
[20P% xVaribel Tindak Lanjut DSFC) +
[30% x Variabel Pencairan DSPC)

1. Formula Variabel Tindakan Peragihan

= [Bobot Surat Tepuranx Percertase Fealisas Surat Teguran| + (Bobot Surat Palea x Fersentace Fealicas Surat Pakea| +
[Bebot Femblolcran x Fersertase Fealisasi Femblolcran| + [Bobot Pergyitaanx Persentase Fealizas Peryitman| + [Bobot
Perjualan Barang Sitman x Fersertase Fealisas Pergjualan Barang Sitaar)

Variabel Tindalean
Fenagihan

2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSFC

Varisbel Tordalk: Largut = Realisas tindak laut DSEC Jo0%
DSEC Target tindals largut DSEC o
3. Formula Variabel Pencairan DSPC
Varishel Percairan = Fealizasi pencaimn DSFC 100°% ‘
DSEC Tarzet perpairan DSEC -
¢ Realisasi IKU
TOTAL EFEKTIVITAS PENAGIHAN
TINDAKAN
PENANAMAN MODAL ASING ENAM 114,86% 50% 57,43%
PENAGIHAN
TINDAK LANJUT
PENANAMAN MODAL ASING ENAM | /.. 120.00% 20% 24,00%
PENANAMAN MODAL ASING ENAM  [PENCAIRAN DSPC 84,41% 30% 25,32%
ITAS PENAGIHAN / CAPAIAN IKU MENURUT TRAJECTORY 106,75% 142,34%
REALISASI IKU EFEKTIVITAS PENAGIHAN 106,75%
CAPAIAN MENURUT TRAJECTORY TW IV (75%) 142,34%

IKU Efektivitas Penagihan dengan target 75,00% dan realisasi
sampai dengan 31 Desember 2024 untuk sebesar 106,75% dengan
capaian IKU sebesar 120,00.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja

lima tahun sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Tingkat efektivitas penagihan N/A 120,00% | 119,14% | 102,26% | 106,75%

3) Penjelasan pendukung atas IKU

Beberapa implikasi utama dalam pencapaian target IKU Tingkat
efektivitas penagihan yaitu:
1. Tindakan penagihan merupakan tindak lanjut dari Produk Pengawasan
dan Hasil Pemeriksaan, dimana Tindakan penagihan atas Kohir, dapat
dilakukan apabila WP tidak melakukan pembayaran 7 Hari setelah tanggal
JT Ketetapan. Dalam praktiknya, WP pada KPP PMA Enam banyak yang
melakukan pembayaran sebelum Jatuh tempo Surat Ketetapan, sehingga
menyebabkan Kohir sebagai bahan baku tindakan penagihan, banyak
yang tidak dapat dilakukan tindakan penagihan, atau tindakan

penagihannya tidak maksimal (hanya sebatas penyampaian Surat Paksa,
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kemudian WP melakukan pembayaran atau komitmen untuk melakukan

pembayaran dengan Mengangsur).
2. Piutang yang dapat ditindaklanjuti didominasi oleh piutang macet yang
tindakan penagihannya sudah maksimal dilakukan.
3. Variabel Tindak Lanjut DSPC, dihitung atas utang pajak yang dimiliki
oleh Wajib Pajak. Untuk dapat mengakui Wajib Pajak tersebut sudah
ditindaklanjuti, atas Kohir yang menjadi dasar tindakan penagihan, harus
sampai pada tahap Penyitaan atau Lunas. Dalam praktiknya, sangat
memungkinkan munculnya utang pajak baru atas satu WP dalam tahun
berjalan, sehingga atas Wajib Pajak yang sebelumnya di klaim "Lunas",
dapat berubah menjadi "Belum ditindaklanjuti* karena munculnya utang
pajak baru.
4. Sumber data penagihan (data WP dan PP) yang sangat terbatas.
Upaya pencapaian target yang telah dilakukan antara lain sebagai
berikut:

1) Melaksanakan Tindakan Penagihan Aktif dari penerbitan Surat
Teguran, Surat Paksa, dan Sita pada Ketetapan Tahun berjalan
segera setelah benar benar inkrah.

2) Melakukan Tindakan Penagihan Persuasif melalui Pembahasan
dengan undangan atau melalui telepon.

3) Memperbanyak tebar jaring melalui Pemblokiran pada Wajib Pajak
yang Potensial.

4) Memaksimalkan pelaksanaan tindakan penagihan baik tindakan
penagihan aktif memalui surat teguran, surat paksa, SPMP maupun
pendekatan persuasif untuk mengangsur.

5) Memonitoring register ketetapan yang sudah dapat ditegur, dipaksa
agar segera dieksekusi.

6) Segera melakukan rekalkulasi ketetapan atas putusan upaya
hukum agar dapat ditagih apabila memang masih terutang.

7) Untuk ketetapan yang akan daluwarsa segera dilakukan
penagihan.

8) Fokus pada Utang Pajak 100 Penunggak terbesar dibuatkan Profil

PP dan Rencana Penagihannya.
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9) Melaksanakan tindakan penagihan aktif dari penerbitan Surat
Teguran, Surat Paksa, dan Sita pada Ketetapan Tahun berjalan
segera setelah benar benar inkrah.

10) Melakukan tindakan penagihan persuasif melalui pembahasan

dengan undangan atau melalui telepon.
Rekomendasi Rencana Aksi Tahun 2025:

1. Melakukan tindakan penagihan aktif berupa blokir rekening wajib pajak
penunggak pajak yang tidak kooperatif

2. Melakukan tindakan penagihan aktif berupa blokir AHU untuk
penunggak pajak macet

3. Melakukan pengawasan pembayaran atas wajib pajak yang
mengajukan angsuran baik yang mengajukan angsuran dengan Surat
Keputusan Maupun yang mengajukan angsuran dengan surat

komitmen.

c. IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TIR Q1 Q2 s1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Realisasi 0,00% 100,00% 100,00% | 200,00% | 200,00% 200% 200%
Capaian 0,00% 120,00% 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% 120,00%

o Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan,
penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang
dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan
efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
e Definisi IKU
Pemeriksaan  Bukti ~ Permulaan  dilakukan  berdasarkan
pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.
Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui
kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti
Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan
yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.Usulan Pemeriksaan
Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Koordinasi dan/atau
Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan

kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti
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Permulaan.Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus

memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui
ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan
SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan
penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan
adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu
usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib
Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai
1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan
sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November
tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan
diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah
sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

e Formula

‘ Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah

| x100%
‘ Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah | ?

e Realisasi IKU

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kanwil
2

Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kanwil 1

Realisasi 200%

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

dengan target 100,00% dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024
untuk sebesar 200,00% dengan capaian IKU sebesar 120,00.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja

lima tahun sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Persentase penyampaian usul

N/A N/A N/A N/A 200%
Pemeriksaan Bukti Permulaan / / / / °
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3) Penjelasan pendukung atas IKU

Tidak ada kendala berarti dalam pencapaian IKU Persentase
penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya pencapaian
target yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan
dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.
2.Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui
kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti
Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan
yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

3.Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan
Koordinasi dan/atau Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP
untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan
Pemeriksaan Bukti Permulaan.

4.Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat
informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan

Bukti Permulaan.

Rekomendasi Aksi Tahun 2025:

Melanjutkan kegiatan pengembangan dan analisis melalui kegiatan
intelijen atau kegiatan lain serta Koordinasi dan/atau Case Building terlebih
dahulu dengan Kanwil DJP untuk memastikan kualitas usulan agar dapat

diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

9. Sasaran dan Strategis (SS): Data dan Informasi yang Berkualitas
a. IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat
Keterangan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TIR Q1 Q2 S1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 20% 50% 50% 80% 80% 100% 100%
Realisasi 51,00% 76,61% 76,61% 87,50% 87,50% 120% 120%
Capaian 120,00% 120,00% 120,00% | 109,38% | 109,38% | 120,00% 120,00%

e Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah
untuk mendukung pengambilan keputusan.
o Definisi IKU
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IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan
penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi
Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase
penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing
komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam
siklus intelijien yang meliputi perencanaan, pengumpulan,
pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga
diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk
kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang
bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau
informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan
Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan
Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung
kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan
(mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah
atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau
Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau
pemotong pajak, dan sebagainya;

2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah
ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan
perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok
Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak,
pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah
untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui

keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak,
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menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak,

penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan
penerimaan pajak, dan sebagainya;
4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung
kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguiji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan
untuk tujuan lain;
5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait
objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran
usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah,
yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan
konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan  dan
penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi
potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
7) kepentingan perpajakan lainnya.
Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan
berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan
Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

2. Produksi Alat Keterangan
1. Alat Keterangan yang selanjutnya disebut Alket adalah data
dan/atau informasi yang spesifik terkait suatu Wajib Pajak yang dimiliki
dan/atau diperoleh DJP dari berbagai sumber, baik sumber internal
maupun eksternal, dalam rangka pelaksanaan dan/atau selain
pelaksanaan tugas dan fungsi Unit di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak untuk dilakukan pemanfaatan data oleh selain unit pemroduksi

Alket terutama untuk penggalian potensi perpajakan.

2. Produksi alket adalah kegiatan perekaman data berupa formulir
alket melalui aplikasi SIDJP NINE Alket SE-12 atau aplikasi lainnya
yang ditentukan yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan

pengawasan yang dilakukan oleh Account Representative terhadap
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Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum
memiliki NPWP.

3. Kegiatan Produksi Alket dilakukan untuk memberikan data potensi
pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, valid,
akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan
tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun
intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan

pajak.

4. Alket yang dianggap sebagai realisasi adalah data yang diinput oleh
pegawai dan sudah dilakukan validasi oleh atasan dan oleh Seksi
Penjaminan Kualitas Data dengan sekurang-kurangnya memenuhi

kriteria yaitu:

a. Terdapat identitas WP berupa NPWP, NIK dan/atau informasi
lainnya (sekurang-kurangnya nama, alamat, merek, nama toko, dan

identitas sejenis);

b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal
/ profil dan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada huruf a) dan bukan merupakan data yang telah dimiliki
oleh DJP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor
PP 31/2012 dan data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT dan
lampiran kelengkapannya.

c. Terdapat informasi tahun pajak, masa pajak serta peran dan jenis
transaksi pada alket.

5. Perhitungan poin atas suatu alket adalah sebagai berikut.

a. Jika alket direkam dengan informasi lawan transaksi, mendapatkan
skor 1,2; dan

b. Jika alket direkam tanpa informasi lawan transaksi, mendapatkan
skor 1.

6. Pengakuan realisasi IKU Produksi Alat Keterangan adalah sebagai
berikut:

a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah alket hasil perekaman data

yang telah dilakukan validasi kebenaran material dan formal.
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b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang

direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
c. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh
seluruh pegawai KPP tersebut

7. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi Alket akan diatur
lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

e Formula

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan x faktor jangka waktu
Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

x 100%

Realisasi Maksimal 120%

2. Produksi Alat Keterangan

Skor Jumlah Produksi Alket

0
Jumlah Target Produksi Alket X 100%

Realisasi Maksimal 120%

(Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
+ Produksi Alat Keterangan)
. x 100%

e Realisasi IKU
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Menurut
No. Uraian Selisih
Target Realisasi
Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
1 |Raw Data
a. Pembilang 4,00 4,40 (0,40)
b. Penyebut 4,00 4,00 -
Realisasi
2 |Penyelesaian Laporan 110,00%

Kegiatan Pengamatan

Persentase Produksi Alket

1 |Raw Data
a. Pembilang 420,00 599,80 (179,80)
b. Penyebut 420,00 420,00 -
2 |Realisasi Produksi Alket 100,00% 142,81% -42,81%

Realisasi IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat Keterangan

(Persentase
Penyelesaian Laporan
Kegiatan
Pengamatan@+
Produksi Alat
Keterangan)/2 x 100%

50% 126,40%

3 |Target IKU 50,00% 50,00% 0,00%

Indeks Capaian IKU 0,00%

Indikator Kinerja Utama yaitu persentase penyelesaian Laporan
Pengamatan dan produksi Alat Keterangan dengan target 100,00% dan
realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 115,00% dengan
capaian IKU sebesar 115,00.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja

lima tahun sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase penyelesaian Laporan
Pengamatan dan Produksi Alat N/A N/A N/A N/A 115,00%
Keterangan

3) Penjelasan pendukung atas IKU
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Tidak ada kendala yang berarti dalam pencapaian target IKU
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Produksi Alat
Keterangan. Upaya pencapaian target yang telah dilakukan antara lain
sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pemantauan dengan melakukan pemetaan
potensi Wajib Pajak.

2. Melakukan penggalian potensi Wajib Pajak.

3. Melakukan pengamatan dan pemantauan atas keberadaan dan

kebenaran Wajib Pajak.

Rekomendasi Rencana Aksi Tahun 2025:
1. Melaksanakan kegiatan pemantauan yang meliputi kegiatan
pengawasan, penagihan, dan pemeriksaan.

2. Melakukan penelusuran atas aset Wajib Pajak.

10. Sasaran dan Strategis (SS): Pengelolaan Organisasi dan SDM yang
adaptif

a. IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan
Kebintalan SDM

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TIR Q1 Q2 S1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 100 100 100 100 100 100 100
Realisasi 104 124 124 114 114 120 120
Capaian 104,00% 124,00% 124,00% | 114,00% | 114,00% | 120,00% 120,00%

e Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan,

responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan
dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan
Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan
kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan
berkelanjutan.

e Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM

yang meliputi 3 Aspek, yaitu:
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1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan

pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural
dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada
masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap
pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan
kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin
dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural
terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk
untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang
diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan.
Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan
kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM).
Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh
Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan
melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain
pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216
Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk
setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad
team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja
melalui praktik langsung

b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau
aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan
mengobservasi pihak lain

c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh,
seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau

pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas
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Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual

Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut
off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024. Pegawai yang
diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment
Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang
diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan
Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari
penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) < 2 Tahun 0 Bulan (pensiun
< 31 Desember 2026)

2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center
di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhuhan
pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil
Assessment Center tidak memenuhi standar JPM 280% dan dilakukan
pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun
2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur
berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional
serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada
masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap
pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan
kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin
dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti
pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang
unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana

umum pada Tahun 2024.
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Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah

sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi
Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten
Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024

2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi
Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi
Pelaksana Umum pada Tahun 2024.

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan
pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen
tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;

2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah
dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus
dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi
uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah
dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.
Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional
dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis
pada tahun 2024

- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis
pada tahun 2024 lulus.

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan
pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan

pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat
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Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program

pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian
Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai
menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat)
bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi,
bidang kejiwaan berdasarkan KMK No0.467/KMK.01/2023 tentang
Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga
terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme,
berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang
optimal.

e Formula

[Tingkat Kualitas
Kompetensi dan
Pelaksanaan
Kegiatan Kebintalan

(Capaian Komponen 1x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)

|SDM ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120
Triwulan1: 15 Triwulan I : 80
Triwulan II: 45 Triwulan II: 80
Target Komponen 1 Triwulan I 75 Target Komponen 2 Triwalan II%: 80
Triwulan IV: 90 Triwulan IV: 80

e Realisasi IKU
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan
SDM dengan target 100,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember
2024 sebesar 117,50 dengan capaian IKU sebesar 117,50.
2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja

lima tahun sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Tingkat Kualitas Kompetensi dan

N/A N/A N/A N/A 117,50
Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM / / / /

3) Penjelasan pendukung atas IKU
Tidak ada kendala yang berarti dalam pencapaian target IKU Tingkat
kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Upaya
pencapaian target yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:
1. Menghimbau kepada pegawai peserta uji kompetensi untuk

mempersiapkan diri semaksimal mungkin.
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2. Menyampaikan materi-materi yang dibutuhkan dalam persiapan ujian
3. Melaksanakan kegiatan pada empat bidang bintal (minimal satu kegiatan
pada setiap bidang bintal: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan)

4. Membuat kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan

5. Membuat dan menyampaikan Laporan Bintal sebelum atau sesuai
waktu yang telah ditentukan.

Rekomendasi Rencana Aksi Tahun 2025:

1. Menghimbau kepada pegawai peserta uji kompetensi untuk
mempersiapkan diri semaksimal mungkin.

2. Menyampaikan materi-materi yang dibutuhkan dalam persiapan ujian
3. Melaksanakan kegiatan pada empat bidang bintal (minimal satu kegiatan
pada setiap bidang bintal: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan)

4. Membuat kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan

5. Membuat dan menyampaikan Laporan Bintal sebelum atau sesuai

waktu yang telah ditentukan.

b. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TIR Q1 Q2 S1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target N/A N/A N/A 85 85 85 85
Realisasi NA N/A N/A 100 100 92,95 92,95
Capaian NA N/A N/A 117,65% | 117,65% | 109,35% 109,35%

e Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan,
responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan
dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan
Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan
kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan
berkelanjutan.
o Definisi IKU
IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan
cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen
utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai
berikut:

1. pelayanan perpajakan;
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2. pengawasan kepatuhan;

3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.
- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari
survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib
Pajak penerima layanan perpajakan;
- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari
survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib
Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei
kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang
telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei
kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak
yang dilakukan penagihan pajak;
Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17,
dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal,
dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)

- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang
terbukti fraud (minus 6)

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk
mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara
proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria
(pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan
oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA.
Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota
Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan
Mahkamah Agung (MA)

e Formula

www.pajak.go.id



[_,djp 85

((25% x indeks pelayanan perpajakan) +(25% x indeks pengawasan kepatuhan) +
(25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi

Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);

- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);

- diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

e Realisasi IKU
Indeks Penilaian Integritas Unit dengan target 85,00 dan realisasi
sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 92,95 dengan capaian IKU
sebesar 109,35.
2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja

lima tahun sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit N/A 95,25 94,96 95,39 92,95

3) Penjelasan pendukung atas IKU
Tidak ada kendala yang berarti dalam pencapaian target IKU
Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya pencapaian target yang telah
dilakukan antara lain adalah dengan melakukan usulan responden untuk
pelaksanaan survei kepuasan Pelayanan Perpajakan, survei kepuasan
Pengawasan Kepatuhan, survei kepuasan Pemeriksaan Pajak dan survei

kepuasan tindakan Penagihan secara tepat waktu.

Rekomendasi Rencana Aksi Tahun 2025:

Mengupayakan terjaganya nilai integritas KPP Penanaman Modal Asing
Enam dengan melakukan tugas kepatuhan internal yang terdiri atas :

a. pemantauan pengendalian intern;

b. pemantauan pengelolaan/manajemen risiko;

c. pemantauan kode etik dan disiplin;

d. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, serta

e. perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis sesuai dengan

Rencana Pemantauan Tahunan (RPT).
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c. IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan
Manajemen Risiko.
1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TIR Q1 Q2 St Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 23 47 47 70 70 90 90
Realisasi 120,00 120,00 120,00 85,00 85,00 98,50 98,50
Capaian 120,00% 120,00% 120,00% | 120,00% | 120,00% | 109,44% 109,44%

e Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan,

responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan
dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan
Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan
kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan
berkelanjutan.

e Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan

Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan
sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam
rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur,
akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen
kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen
kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi,
yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen
kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta
perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur
manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three.
Struktur UPK-Three terdiri atas:
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a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;

b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1
(satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki
tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit
organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor
pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon Il di Lingkungan
Kementerian Keuangan; dan
c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu)
tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas
membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit
organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor
pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon Il di Lingkungan
Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon Il di lingkungan DJP
adalah sebagai berikut:
a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor
Pelayanan Pajak; dan
b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah
Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.
Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen
sebagai berikut:
1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja
Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada
peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja
diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam
meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian
tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan
sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.
Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan
sebagai berikut:
a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja
akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

www.pajak.go.id



[_,d_]p 88

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas

pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang
telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan
dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal,
dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran
berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan
capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja
Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks
kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas
Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak

merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode Kegiatan Proporsi Target
Pelaksanaan
penyampaian
Triwulan I imbauan terkait
manajemen Kinerja
Pelaksanaan DKO 3 3
Pelaksanaan
penyampaian
Triwulan II imbauan terkait
manajemen Kinerja
Pelaksanaan DKO 8,5 8,5
Pelaksanaan
penyampaian
imbauan terkait
Triwulan III manajemen Kinerja
Pelaksanaan DKO 3 3
Indeks Kualitas
Pengelolaan Kinerja
Pelaksanaan
penyampaian
Triwulan IV imbauan terkait
manajemen Kinerja
Pelaksanaan DKO 3 3
Total 50 45

8,5 8,5

15 10

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai be
Kegiatan Komponen Bobot TW I/III/IV | e '™

Imbauan terkait manajemen kinerja
dilakukan sesuai ketentuan

3 8,5

Pelaksanaan
penyampaian Imbauan terkait manajemen kinerja tidak
imbauan terkait dilakukan sesuai ketentuan

manajemen kinerja

1,5 4,5

Imbauan terkait manajemen kinerja tidak
disampaikan

Jumlah unsur penilaian 90 < X < 120 3 8,5

Pelaksanaan Dialog
Kinerja Organisasi Jumlah unsur penilaian 80 < X < 90 1,5 4,5
(DKO)

Jumlah unsur penilaian < 80 0 0
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B.Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak

terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung
budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang
dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam
pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan
kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan

kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah
Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan

Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan
untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko
Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April,
Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai
berikut:

Administrasi dan Pelaporan :

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung
tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor
Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris
Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat
poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang
terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah
DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan
Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan
tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor
Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris
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Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap

triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat
poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang
terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang
dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan
Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober
tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah
4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan
adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari
(sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun
sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah
Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko
triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau
hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja
berikutnya.

Realisasi Rencana Mitigasi Risiko :

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan
Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)
Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan
pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-
105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar
100%.

e Formula

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi
Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

Indeks Efektivitas Indeks
Im.plementém . Indeks Implementasi Impler.nen
Manajemen Kinerja = . .. + tasi
. Manajemen Kinerja .
dan Manajemen Manajeme
Risiko n Risiko

e Realisasi IKU
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Indeks Imp Kinerja
Indeks Indeks
Periode _ N Kualitas |Impleme | Realisasi | Target
U nciz Cine Manajemen | ntasi MR
Kinerja
Triwulan | 3 3 34,425 40,425 23
Triwulan Il 11,5 11,5 37,8305 60,8305 47
Triwulan Il 145 145 15,00 44,267 883,27 70
Triwulan IV 16 17,5 15,00 50 98,5 90

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan
manajemen risiko dengan target 90,00 dan realisasi sampai dengan 31

Desember 2024 sebesar 98,50 dengan capaian IKU sebesar 109,44,

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja

lima tahun sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi

Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024
Indeks efektivitas implementasi
manajemen kinerja dan manajemen N/A N/A N/A N/A 98,5
risiko

IKU indeks efektivitas implementasi manajemen Kkinerja dan
manajemen risiko adalah IKU baru yang dijalankan di tahun 2024, sehingga
tidak ada perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun untuk
awal dalam menjanlankan IKU tersebut, hasilnya cukup baik (realisasi
diatas target).

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Tidak ada kendala yang berarti dalam pencapaian target IKU

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.

Upaya pencapaian target yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan kegiatan imbauan terkait manajemen kinerja setiap triwulan;
2. Melaksanakan Rapat Dialog Kinerja Organisasi secara tepat waktu;
3. Menyampaikan Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung
tepat waktu;
4. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang
terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya;
5. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat
waktu.

Realisasi IKU yang telah dicapai sudah melebihi dengan target IKU.

Hal ini membuktikan bahwa kegiatan manajemen kinerja dan manajemen

www.pajak.go.id



l.ade 92

risiko yang di lakukan untuk kegiatan dalam menunjang kinerja target
penerimaan kantor sudah berjalan cukup efektif dan efisien. Hal tersebut
harus dilakukan evaluasi atas IKU tersebut demi memperbaiki secara terus
menerus atas kekurangan dan kesalahan dalam menjalankan IKU indeks
efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko di tahun
2024, agar di tahun 2025 dapat berjalan lebih baik lagi.

Rekomendasi Rencana Aksi Tahun 2025:

1. Melakukan kegiatan imbauan terkait manajemen kinerja setiap triwulan;
2. Melaksanakan Rapat Dialog Kinerja Organisasi secara tepat waktu;

3. Menyampaikan Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung
tepat waktu;

4. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang
terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya;

5. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat

waktu.

11. Sasaran dan Strategis (SS): Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
a. IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

TIR Q1 Q2 S1 Q3 5.d.Q3 Q4 Y
Target 100 100 100 100 100 100 100
Realisasi 100 100 100 120 120 120 120
Capaian 100% 100% 100% 120% 120% 120% 120%

e Deskripsi Sasaran Strategis
Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi,
akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan
fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk
mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan
terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan
keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.
o Definisi IKU
Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi,
akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan
fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk

mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan
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terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan
keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.
Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan
anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil
penjumlahan dari:
a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran;
dan
b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.
Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA
menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan
berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-
777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output
yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai
Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk
penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan
Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan
Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk
dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan
Kehumasan Perpajakan.

e Formula
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IPerhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).
Triwulanl, Triwulan IT = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks Kriteria

100 <X <120 100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)
100 Realisasi IKPA = 95

80 <X <100 80 + (Realisasi IKPA - 85) : 0,5 ** (85<x<95)
80 Realisasi IKPA = 85

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 - Target IKPA)/ (indeks capaian 120 - indeks capaian sesuai target)
=(98-95) / (120-100)
** Koefisien 0,5 = (Target IKPA - Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target — indeks capaian 80)
=(95-85) / (100-80)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks Kriteria

100 <X <120 100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100 Realisasi NKA =91

80 <X <100 80 + (Realisasi NKA - 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80 Realisasi NKA = 80

*Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 - Target NKA)/ (indeks capaian 120 - indeks capaian sesuai target)
=(95-91) / (120-100)
** Koefisien 0,55 = (Target NKA — Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target — indeks capaian 80)
=(91-80) / (100-80)

e Realisasi IKU

REPUBLIK

KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING ENAM

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

Kualitas Kualitas Hasil
Perencanaan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan A
Anggaran Anggaran r
No | Kode | Kode | Kode |\ o Nilai | Konversi “";‘P':“’ (Nilai
KPPN | BA | Satker Sasac Total | Bobot ) | TotaiKonversi
Rovisi | Pe¥ias! | ponyerapan | Belanja | Penyelesaian | Pengelolaan |  Capaian Lok Bobot)
oipa | HalS08 | “Anggaran | Kontraktual | - Tagihan | UPdanTUP | Output
KANTOR Nilai 10000|  100.00 99.27 100.00 100.00 100.00 100.00
:ZL:":ANM Bobot 10 15 20 10 10 10 25
1 019 015 | 655612 PENANAMAN 99.85 100% 0.00 9985
PEnaman |rwaiaknie | 1000 1500 1985 1000 10.00 1000 25.00
ENAM Nilai Aspek 100.00 99.82 100.00

Sasaran Strategis berupa Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
terdiri dari Indikator Kinerja Utamanya adalah indeks kinerja kualitas
pelaksanaan anggaran dengan target 100,00 dan realisasi sampai dengan
31 Desember 2024 sebesar 120,00 sehingga capaian IKU sebesar 120,00
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2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja

lima tahun sebelumnya

Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi
Nama IKU Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan
anggaran (Persentase Kualitas 97,85% 98,36% 94,09% 120,00 120,00
Pelaksanaan Anggaran)

Realisasi IKU anggaran yang diambil membandingkan Realisasi
IKU dari Tahun 2020 hingga 2024. Realisasi IKU mengalami kenaikan dan
penurunan IKU di setiap tahunnya. Di Tahun 2022 Realisasi IKU
mengalami realisasi terendah pasca pandemi Covid-19. Karena acuan
kerja yang dilakukan adalah berdasarkan anggaran satu hingga dua tahun
ke belakang, sehingga ketika di tahun 2022 dan dibukanya kembali masa
PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) membuat
kegiatan Kantor berubah dan lonjakan realisasi anggaran bertambah (tidak
sesuai dengan rencana). Lalu di tahun 2023 dan 2024 realisasi IKU
mendapatkan nilai maksimal karena hasil kinerja yang maksimal, serta
mempelajari pengalaman yang telah terjadi di tahun 2020 hingga 2022.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Tidak ada kendala yang berarti dalam pencapaian target IKU
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya pencapaian target
yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:
1. Selalu melakukan koordinasi dengan jajaran staf keuangan.
2. Melakukan revisi halaman ke 11l DIPA.
3. Melakukan perencanaan rencana belanja, efisiensi, dan penyerapan

anggaran.
4. Selalu menjaga penyerapan anggaran dengan melaksanakan rapat
koordinasi keuangan setiap triwulan.

Realisasi IKU yang telah dicapai sudah maksimal dengan target
IKU, bahkan melebihi target IKU. Hal ini membuktikan bahwa anggaran
yang di gunakan untuk kegiatan dalam pencapaian penerimaan kantor
sudah berjalan efektif dan efisien. Walaupun IKU maksimal, tetap harus
memperbaiki terus menerus atas kekurangan dan kesalahan dalam
menjalankan anggaran di tahun 2024, agar di tahun 2025 anggaran dapat

berjalan lebih baik lagi.
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B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING ENAM
REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA
Jenis Belanja
NO Kode | Mama Satker Keterangan Total
Pagawai Barang Modal Beban Bunga Subsidi | Hibah | BanSos | LainLain | Transfer
BAGU 1,088,411,000 | 5,341,566,000 | 504 668,000 o ] o 4] i} 0 | 6,932 645,000
1,020,616,000 | 5,010,779,527 | 502,842,155 6,534,237 682
1 ﬁggﬁ'ﬁ:&iﬂﬂm’“”*” PAJAK PENANAMAN REALISASI (93.94%) (93.81%) (99.64%) 0.00% | 0.00%| 000%| 000%| 000%| 0.00% (94.25%)
SISA 65,793,000 330,786,473 1,825.845 o o o 4] i} o 08,407,318
PAGU 1,086,411,000 | 5,341,568,000 | 504,668,000 ] 0 ] 0 0 0 | 6,932,645,000
REALISAS! | /020,616,000 | 5,010,779,527 | 502,842,155 6,534,237,682
GRAND TOTAL (93.94%) (93.81%) (99.64%) (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) (94.25%)
SISA 65,795,000 | 330,786,473 | 1,825,845 0 0 0 0 0 0| 398407318
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYAMAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING ENAM
REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN
Jenis Belanja
NO Kode | Nama Kegiatan Keterangan Total
Pegawai Barang Modal Beban Bunga Subsidi | Hibah | BanSos | LainLain | Transfer
PAGU 0 | 3,901,455,000 | 504, 668,000 o o o o o 0| 4.406,123,000
REALISASI 3,699,093,596 | 502,842,155 4,201,835,751
1 4T0T | Pengelolaan Keuangan, BMM, dan Umum 0.00%% 194.81%) (99.64%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%: 0.00% 0.00% (95.37%)
SISA o 202,361,404 1,825,845 o o o o ] ] 204,187,248
PAGU 1.086,411,000 o i} o o o o o 0| 1.086.411.,000
REALISAS) | 1-020.616.000 1.020,616.000
2 4708 | Pengelolaan Organisasi dan SDM 193.94% ) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% (83.94%)
SisA 65,795,000 o 1] o o o o 1] 1] 65,795,000
PAGU o 216,496 000 o o o o o o o 216,495,000
REALISAS] 160,950,061 160,950,061
3 4792 | Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi 0.00%% | 74.34%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% (74.34%)
SISA o 55,545,939 ] o o o o ] ] 55,545,938
PAGU 0] 1,223,615.000 o o o o o o 0| 1,223 615,000
REALISASI 1,150,735,870 1,150,735 870
el 4794 | Pengawasan dan Penegakan Hukum 0.00% 194 _0ad%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%: 0.00% 0.00% (94.04%)
SisA o T2879.130 o o o o o o o T2.879,130
PAGL 1,086,411,000 | 5,341,566,000 | 504,668,000 (/] o (/] [1] 0 0 | 6,932,645,000
REALISAS) | 1:020,616,000 | 5,010,778,527 | 502,842,155 6,534,237 682
GRAND TOTAL (93.94%) [93.81%) (99.64%) (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) (94.25%)
SISA 65,795,000 330,786,473 1,825,845 1] o 1] 1] 0 0 398,407,318
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BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam
merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran
2024, dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Secara umum pencapaian pelaksanaan kinerja Kantor Pelayanan Pajak
Penanaman Modal Asing Enam dapat dikatakan mencapai kategori Istimewa
dengan Nilai Kinerja Organisasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 sebesar
109,39 dengan pencapaian target penerimaan pajak sebesar 100,63% dari
rencana (realisasi sebesar Rp.12.856.106.489.802 sedangkan rencana sebesar
Rp.12.775.452.131.000) dan mengalami kenaikan dari penerimaan pajak tahun
pajak 2023 sebesar Rp.651.433.294.759 atau 5,34%.

Sepanjang tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing
Enam telah mencapai berbagai keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja
Utama, meskipun terdapat satu Indikator Kinerja Utama yang belum tercapai.
Keberhasilan dan kegagalan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. REALISASI IKU YANG TELAH MENCAPAI/MELEBIHI TARGET

Target IKU yang dibebankan dalam sasaran strategis dan berhasil tercapai

selama tahun 2024 sebanyak 18 IKU dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Indeks

Sasaran Strategis Target Realisasi

Utama Capaian

Stakeholder Prespective

. Persentase
Penerimaan negara realisasi
1 | dari sektor pajak yang | 01a-CP | [¢21%9° 100% | 100,63% | 100,63
. penerimaan
optimal .
pajak

www.pajak.go.id



99

Indeks realisasi
pertumbuhan
penerimaan
pajak bruto dan
deviasi proyeksi
perencanaan kas

01b-CP 100 102,85 102,85

Customer Perspective

Persentase
realisasi
penerimaan
pajak dari
kegiatan
Pengawasan
Pembayaran
Kepatuhan tahun Masa (PPM)
berjalan yang tinggi Persentase
capaian tingkat
kepatuhan
penyampaian
SPT Tahunan
PPh Wajib Pajak
Badan dan
Orang Pribadi
Persentase
realisasi
penerimaan
pajak dari
kegiatan
Pengujian
Kepatuhan
Material (PKM)
Internal Process Perspective
Persentase
perubahan
perilaku lapor
04a-CP | dan bayar atas 74% 88,80% 120,00
kegiatan
edukasi dan
penyuluhan
Indeks
Kepuasan
04b-N Pelayanan dan 100% 105,94% 105,94
Efektivitas
Penyuluhan
Persentase
Pengawasan pengawasan
5 | pembayaran masa 05a-CP | pembayaran 90% 117,84% 120,00
yang efektif masa WP
Strategis
Persentase
penyelesaian
permintaan
06a-CP | penjelasan atas 100% 120,00% 120,00
data dan/atau
keterangan WP
Strategis

02a-CP 100% 100,66 % 100,66

02b-CP 100% 121,75% 120,00

Kepatuhan tahun
3 | sebelumnya yang 03a-CP

tinggi

100% 100,20% 100,20

Edukasi dan
4 | pelayanan yang
efektif

Pengujian kepatuhan
material yang efektif

—— www.pajak.go.id
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Persentase
pemanfaatan
data selain
tahun berjalan

06b-N 100% 120,00% 120,00

Tingkat

efektivitas o o o

07a-CP . 100% 120,00% | 120,00%
pemeriksaan

dan penilaian

Tingkat
07b-CP | efektivitas 75% 106,75% 120,00
penagihan
Persentase
penyampaian
ozen | sl 100% | 200,00% | 120,00
Pemeriksaan
Bukti
Permulaan
Persentase
penyelesaian
Data dan informasi Laporan
8 yang berkualitas O8a-CP Pengamatan
dan Produksi
Alat Keterangan
Learning & Growth Perspective
Tingkat Kualitas
Kompetensi dan
09a-N Pelaksanaan 100 117,5 120,00
Kegiatan
Kebintalan SDM

Penegakan hukum
yang efektif

100% 115,00% 115,00

09b-N infek?tperéla.lta“ 85 92,95 109,35
Pengelolaan niegritas Lt
9 | Organisasi dan SDM

yang adaptif Indeks
efektivitas

implementasi
09¢c-N manajemen 90 98,5 109,44
kinerja dan
manajemen
risiko

Indeks kinerja
Pengelolaan keuangan 10a-CP kualitas 100 120 120,00
yang akuntabel — | pelaksanaan

anggaran

10

Keterangan:
Posisi per 14 Januari 2025
B. REALISASI IKU YANG BELUM MENCAPAI TARGET

Target IKU yang dibebankan dalam sasaran strategis dan belum berhasil
tercapai selama tahun 2024 sebanyak 1 (satu) IKU dengan rincian sebagai
berikut:

—— www.pajak.go.id
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Indeks
Capaian

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi

Internal Process Perspective
Pengujian Efektivitas Pengelolaan
kepatuhan Komite Kepatuhan o o
1 material yang 06e-N Wajib Pajak KPP tepat 100% 96,67% 96,67
efektif waktu

Keterangan:
Posisi per 14 Januari 2025

Namun demikian, setelah memetik pengalaman dari Pencapaian
Kinerja dan Sasaran Tahun 2024, di mana Kantor Pelayanan Pajak
Penanaman Modal Asing Enam berhasil menjadi KPP yang menerapkan
Sistem Administrasi Perpajakan Modern, langkah-langkah berikut telah
disiapkan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin timbul
pada tahun 2025:

1. Pengelolaan kinerja yang efektif dengan beradaptasi terhadap
Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;

2. Terus memotivasi dan  mempersiapkan  pegawai  dengan
menyelenggarakan Diklat Manajemen, Diklat Ketrampilan Teknis, dan
pelaksanaan In House Training agar dapat bekerja secara professional,

3. Peningkatan kesadaran Wajib Pajak mengenai hak dan kewajibannya
melalui pengawasan dan konsultasi secara luring dan/atau daring secara
berkelanjutan;

4. Upaya penggalian data yang terkait dengan instansi lain, dengan
mengambil inisiatif untuk mendapatkan data yang dibutuhkan melalui
pendekatan dengan lembaga pemerintah lainnya dan memanfaatkan
Informasi Media.

Dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam ini diharapkan dapat
menyajikan informasi secara transparan. Informasi ini ditujukan tidak hanya
kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus sebagai atasan langsung
Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, tetapi juga kepada
semua pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi kantor tersebut. Tujuannya
adalah agar laporan ini dapat memberikan umpan balik yang bermanfaat

untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

www.pajak.go.id
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LAMPIRAN

HILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JEMDERAL PAJAK
HANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
KPP PENAMAMAN MODAL AZING EMNAM
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV

TAHUMN 2024
Kodi
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Pofsaiiass foalcas (Enemdan Samh 00 P 10065 bdax
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Pofsaitass penyampa an usul Pemerksaan Bubt Posadaan 00 P 200 NP ks FiL 15,00%. 36 5d%
Data dan infoimmasi yarng berkuakila

Farseniiss peryelesaian Lapsmn Pengamatan dan Produial | 145
At Kb gy

Tt busalilas: NPl olan polaktan aan ks atn
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PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-11/WPJ.07/2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL
ASING ENAM

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAKARTA KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan
Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi
Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang
Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

» Preaiden
* DPR
+ Menteri Kewangan 1

Penerimaan negara dari
sektor pajak yang optimal

T~

2 3
Kepatuhan tahun berjalan Kepatuhan tahun

___— yena fineg! o
— ~_ )
; —

Pangujian Kepatuhan Material Penagahan Hukum

5

7
Penegakan hukum yang
efekiif

4
Data dan Informasi
yang berkualitas

__n

10
Pengelolaan Keuangan
yang akuntabel




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL
ASING ENAM
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA
KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No. Sasaran . Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

. . | 01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak
Penerimaan negara dari

sek?or 1 pajak YaNg | 01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak
optima bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari
kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Kepatuhan tahun

berjalan yang tinggi 02b-CP  Persentase  capaian tingkat kepatuhan

penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan
Orang Pribadi

Kepatuhan tahun 03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari
sebelumnya yang tinggi | kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar

Edukasi dan pelayanan atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

yang efektif 04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas

Penyuluhan

P
engawasan 05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa WP
pembayaran masa yang

Strategi
efektif rategls

06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan

atas data dan/atau keterangan WP Strategis
Pengujian  kepatuhan

material yang efektif

06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan




Sasaran . o
No. e, e Indikator Kinerja
06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib

Pajak KPP tepat waktu

07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Penegakan hukum yang | 07b-CP Tingkat efektivitas penagihan
efektif

07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti
Permulaan

Data dan informasi yang | 08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan
berkualitas produksi Alat Keterangan

09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan
Kegiatan Kebintalan SDM

Pengelolaan Organisasi

dan SDM yang adaptif 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

09¢c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja
dan manajemen risiko

P lol k
engelotaan - KEUANEAN | 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
yang akuntabel

Program/ Kegiatan Tahun 2024 Anggaran
1. Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum 3.701.832.000

2. Pengelolaan Organisasi dan SDM 935.451.000

3. Pelayanan Komunikasi dan SDM 216.496.000
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum 1.484.342.000

6.338.121.000




Kepala Kantor Wilayah

Irawan

Medan, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penanaman

Modal Asing Enam

Dwi Prasetyo Widodo




RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL

ASING ENAM
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA
KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

SS dan IKU

Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Persentase realisasi penerimaan pajak 25%

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan
pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan kas

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari
kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa
(PPM)

Persentase capaian tingkat kepatuhan
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan dan Orang Pribadi

Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari
kegiatan Pengujian Kepatuhan Material
(PKM)

Edukasi dan pelayanan yang efektif

Persentase perubahan perilaku lapor dan
bayar atas kegiatan edukasi dan
penyuluhan




SS dan IKU

Indeks  Kepuasan Pelayanan dan
Efektivitas Penyuluhan

Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Persentase pengawasan pembayaran
masa WP Strategis

Pengujian kepatuhan material yang efektif

Persentase = penyelesaian  permintaan
penjelasan atas data dan/atau keterangan
WP Strategis

Persentase pemanfaatan data selain tahun
berjalan

Efektivitas Pengelolaan Komite
Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Penegakan hukum yang efektif

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan
penilaian

Tingkat efektivitas penagihan

Persentase penyampaian
Pemeriksaan Bukti Permulaan

Data dan informasi yang berkualitas

Persentase penyelesaian Laporan
Pengamatan  dan  produksi  Alat
Keterangan

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Tingkat Kualitas Kompetensi dan
Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

100

Indeks Penilaian Integritas Unit




SS dan IKU

Indeks efektivitas implementasi
manajemen kinerja dan manajemen risiko

Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan
anggaran

Medan, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman
Modal Asing Enam,

Dwi Prasetyo Widodo




INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING ENAM
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Inisiatif Output/ Trajectory Periode Penanggung
Strategis Outcome Kegiatan Output Pelaksanaan Jawab
Persentase Edukasi Peningkatan Q1-Q4: Q1-Q4: Januaris.d. | Kepala Seksi
perubahan melalui kepatuhan lapor dan 1. Kelas Pajak Siaran 1. Peningkatan Desember Pelayanan
perilaku lapor saluran bayar oleh Wajib Live Instragram kepatuhan lapor 2024
dan bayar atas online Pajak dan bayar oleh
kegiatan seperti Wajib Pajak
edukasi dan Instagram
penyuluhan dan
Youtube.
Indeks 1. Meningkat Peningkatan Q1: Ql: Januaris.d. | Kepala Seksi
efektivitas kan efektivitas 1. Menyusun daftar | Rencana kegiatan Desember Pelayanan
penyuluhan edukasi penyuluhan dan sasaran penyuluhan tahunan 2024
dan pelayanan dan pelayanan penyuluhan Q2:
penyuluha Q2: Wajib Pajak teredukasi
n kepada 1. Penyuluhan One dengan baik
Wajib on One Q3:
Pajak 2. Kelas Pajak Wajib Pajak teredukasi
2. Meningkat Qs: dengan baik
kan 1. Penyuluhan One Q4:
on One

pelayanan




Inisiatif
Strategis

Output/
Outcome

Trajectory

Kegiatan

Periode
Pelaksanaan

Penanggung

secara 2. Kelas Pajak Perbaikan kualitas
langsung Q4: pelayanan dan
maupun 1. Evaluasi program penyuluhan
online penyuluhan dan
pelayanan
Persentase 1. Optimalis | Capaian penerimaan | Q1-Q4: Q1-Q4: Januaris.d. | Kepala Seksi
realisasi asi pajak melalui 1. Penerbitan STP | LHPT, SP2DK, BA dan Desember | Pengawasan
penerimaan penerimaa kegiatan PPM 100% 2. Pengujian LHP2DK, Realisasi 2024 L 11, II0, 1V,
pajak dari n pajak Kepatuhan pembayaran WP danV
kegiatan melalui Material melalui
Pengawasan kegiatan penerbitan LHPT,
Pembayaran Pengawas SP2DK, BA dan
LHP2DK
Masa (PPM) an 3. Pemanfaatan data
Pembayar pemicu tahun
an Masa berjalan maupun
(PPM) selain tahun
berjalan.
Persentase 1. Pelaksanaa |Capaian kegiatan Q1-Q4: Q1-Q4: Januaris.d. | Kepala Seksi
penyelesaian n kegiatan |PKM 100% 1. Tindak laniut DPP | SP2DK. LHPt. Realisasi Desember Pengawasan
. ju , , Realisasi
permintaan PKM yang Kolaboratif, pembayaran WP 2024 L II, IIL, 1V,
penjelasan atas maksimal pengawasan dan danV
data dan/atau penelitian
keterangan kepatuhan WP
Persentase 1. Data selain tahun Q1-Q4: Q1-Q4: Januaris.d. | Kepala Seksi
pemanfaatan Pemanfaatan berjalan 1. Penerbitan STP STP, SP2DK, LHPY, Desember Pengawasan
data selain data STP dimanfaatkan 100% dan tindak lanjut | Realisasi pembayaran oleh 2024 I IL, 111, 1V,
tahun berjalan data matching WP danV




Inisiatif Output/ Trajectory Periode Penanggung
Strategis Outcome Kegiatan Pelaksanaan

2.
Pemanfaatan
Data Matching
6. | Tingkat 1. Meningkatk | Tercapainya Q1-Q4 : Q1-Q4 - Januari s.d. Sokel -
efektivitas an efektivitas 1. Pembuatan DSPP 1. DSPP Desember Pemeriksaan,
pemeriksaan efektivitas | pemeriksaan yang dan penerbitan SKP 2. SKP 2024 Penilaian,
pemeriksaa | tinggi sesuai dengan data 3. LHP dan
" potens! Penagihan
2. Mempercepat
penyelesaian
pemeriksaan
3. Melaksanakan
desentralisasi
peningkatan
kompetensi SDM
pemeriksa melalui
IHT

4. Pemanfaatan data-
data yang tersedia
baik dari internal
maupun eksternal
untuk mendukung
hasil pemeriksaan
yang berkualitas

5. Meningkatkan
kualitas hasil koreksi
pemeriksaan
sehingga Wajib Pajak
menyetujui hasi
pemeriksaan




Output/ Trajectory Periode
Outcome Kegiatan Pelaksanaan

Tingkat Mengidentif | Pencairan piutang Q1-Q4: Q1-Q4: Januari s.d. Seksi
Efektivitas ikasi Wajib | dari Wajib Pajak Melakukan Tindakan Usulan pencegahan dan Desember | Pemeriksaan,
Penagihan Pajak Penunggak Pajak penagihan yang maksimal | melaksanakan 2024 Penilaian,

Penunggak terhadap Wajib Pajak penyanderaan dan

Pajak Penunggak Pajak terbesar Penagihan

serta pencairan DSPC

Persentase Optimalisas | Tindak lanjut Q1-Q4: Q1-Q4: Januari s.d. Seksi
tindak lanjut i tindak pemeriksaan dari Evaluasi tindak lanjut Umpan balik untuk Desember | Pemeriksaan,
usulan lanjut kegiatan pemeriksaan dari kegiatan | peningkatan tindak lanjut 2024 Penilaian,
pemeriksaan usulan pengawasan yang pengawasan triwulanan pemeriksaan yang optimal dan
dari kegiatan pemeriksaa | optimal Penagihan
pengawasan n dari

kegiatan

pengawasa

n
Persentase Optimalisas Laporan pengamatan | Q1-Q4: Q1-Q4: Januaris.d. | Kepala Seksi
penyelesaian i dan penyediaan data | 1. Melaksanakan kegiatan | Basis Pajak yang Desember | Pengawasan
laporan pelaksanaa | potensi perpajakan pemantauan dengan meningkat dari hasil 2024 I, IT, I, 1V,
pengamatan n tercapai 100% melakukan pemetaan pengamatan, Data danV
dan pengamata potensi Wajib Pajak. eksternal potensial
penyediaan n 2. Melakukan penggalian
data potensi keberadaan potensi Wajib Pajak.
perpajakan dan 3. Melakukan pengamatan

kebenaran dan pemantauan atas

Wajib Pajak keberadaan dan

kebenaran Waji




Output/ Periode

Outcome

Trajectory
Pelaksanaan

Inisiatif
Strategis

Kegiatan

10. | Persentase 1. Inventarisasi Pegawai memenuhi | Q1-Q4: Q1-Q4: Januari s.d. Kepala
Pegawai yang | kebutuhan Standar Kompetensi 1. Inventarisasi AKP 1. AKP Individu Desember Subbagian
Memenuhi pelatihan individu tahun berjalan 2024 Umum dan
Standar dalam 1 tahun 2. Evaluasijam 2. Umpan balik jam Kepatuhan
Kompetensi 2. pelatihan seluruh pelatihan pegawai Internal

Mengadakan pegawai 3. Jam pelatihan dan

atau 3. Mengusulkan ' kemampuan
pelatihan tematik pegawai

mengusulkan sesuai kebutuhan bertambah

pelatihan kantor

dengan tema

yang sesuai

dengan

kebutuhan

kantor

3. Inventarisasi

capaian jam

pelatihan

untuk seluruh

pegawai

11. | Indeks 1. Mengoptim |Indeks Penilaian Q1-Q4: Q1-Q4: Januari s.d. Kepala
Penilaian alisasikan | Integritas Unit yang 1. Inspeksi Dadakan 1. Kepastian kegiatan Desember Subbagian
Integritas Unit kegiatan baik 2. Pemantauan Surat pelayanan 2024 Umum dan

pelayanan Tugas Pegawai perpajakan, Kepatuhan
perpajakan, 3. Mempersiapkan pengawasan Internal
pengawasa responden yang kepatu.han,

n tepat sesuaiu . pemer}ksaan Qan

kepatuhan, dengan kriteria penagihan pajak




Inisiatif Output/ Trajectory Periode Penanggung
Strategis Outcome Kegiatan Pelaksanaan

pemeriksaa yang telah berjalan sesuai
n pajak, dan ditentukan. dengan SOP
penagihan 2. Umpan balﬂf
pajak untuk perbélkan
tahun selanjutnya
12. | Indeks kinerja | 1. Optimalisasi | Penyerapan Q1-Q4: Q1-Q4: Januari s.d. Kepala -
kualitas dan efisiensi anggaran yang 1. Pelaksanaan rapat 1. Usulan Revisi Desember Subbagian
pelaksanaan penyerapan efektif monitoring dan 2024 Umum dan
anggaran anggaran evaluasi Kepatuhan
pelaksanaan Internal
anggaran setiap
triwulan
2. Penyusunan revisi
anggaran Tingkat
KPA, Kanwil DJPDb,
atau DJA sesuai
denan kebutuhan

kegiatan kantor

Medan, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal
Asing Enam,

Dwi Prasetyo Widodo



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA Dwi Prasetyo Widodo NAMA [rawan
NIP 196812021989031002 NIP 1967082221988031001
PANGKAT/ Pembina Tingkat I, IV /b PANGKAT/ Pembina Utama Madya, IV/d
GOL RUANG GOL RUANG
JABATAN Kepala Kantor Pelayanan Pajak JABATAN Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Penanaman Modal Asing Enam Jenderal Pajak Jakarta Khusus
UNIT KERJA Kantor Pelayanan Pajak Penanaman UNIT KERJA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Modal Asing Enam Pajak Jakarta Khusus
NO RENCANA HASIL KERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET PERSPEKTIF
(1) (2) (3) (4) (5)
A. UTAMA
1. | Penerimaan negara dari sektor | Persentase realisasi penerimaan pajak 100% Penerima Layanan

pajak yang optimal
(Penugasan dari Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jakarta Khusus)

Indeks realisasi pertumbuhan 100 Penerima Layanan
penerimaan pajak bruto dan deviasi
proyeksi perencanaan kas

2. | Kepatuhan tahun berjalan Persentase realisasi penerimaan pajak 100% Penerima Layanan
yang tinggi dari kegiatan Pengawasan
Pembayaran Masa (PPM)




(Penugasan dari Direktur
Jenderal Pajak)

Persentase capaian tingkat kepatuhan
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan dan Orang Pribadi

100%

Penerima Layanan

Kepatuhan tahun sebelumnya | Persentase realisasi penerimaan pajak 100% Penerima Layanan
yang tinggi dari kegiatan Pengujian Kepatuhan
(Penugasan dari Direktur Material (PKM)
Jenderal Pajak)
Edukasi, pelayanan, dan Persentase perubahan perilaku lapor 74% Proses Bisnis
kehumasan yang efektif dan bayar atas kegiatan edukasi dan
(Penugasan dari Direktur penyuluhan
Jenderal Pajak)
Indeks Kepuasan Pelayanan dan 100% Proses Bisnis
Efektivitas Penyuluhan
Pengawasan pembayaran masa | Persentase Pengawasan Pembayaran 90% Proses Bisnis
yang efektif Masa WP Strategis
(Penugasan dari Direktur
Jenderal Pajak)
Pengujian kepatuhan material | Persentase penyelesaian permintaan 100% Proses Bisnis
yang efektif penjelasan atas data dan/atau
(Penugasan dari Direktur keterangan WP Strategis
Jenderal Pajak)
Persentase pemanfaatan data selain 100% Proses Bisnis
tahun berjalan
Efektivitas Pengelolaan Komite 100% Proses Bisnis

Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat
waktu




7. | Penegakan hukum yang efektif | Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan 100% Proses Bisnis
(Penugasan dari Direktur Penilaian
Jenderal Pajak)

Tingkat Efektivitas Penagihan 75% Proses Bisnis
Persentase penyampaian usul 100% Proses Bisnis
Pemeriksaan Bukti Permulaan

8. | Data dan informasi yang Persentase penyelesaian Laporan 100% Proses Bisnis
berkualitas Pengamatan dan Produksi Alat
(Penugasan dari Direktur Keterangan
Jenderal Pajak)

9. | Pengelolaan Organisasi dan Tingkat Kualitas Kompetensi dan 100 Penguatan Internal
SDM yang adaptif Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan atau Anggaran
(Penugasan dari Direktur SDM
Jenderal Pajak)

Indeks Penilaian Integritas Unit 85 Penguatan Internal

atau Anggaran
Indeks efektivitas implementasi 90 Penguatan Internal
manajemen kinerja dan manajemen atau Anggaran
risiko

10. | Pengelolaan keuangan yang Indeks kinerja kualitas pelaksanaan 100 Penguatan Internal

akuntabel
(Penugasan dari Direktur
Jenderal Pajak)

anggaran

atau Anggaran

B. TAMBAHAN




PERILAKU KERJA

1 | Berorientasi pelayanan
- Memahami dan memenuhi kebutuhan | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat | Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan
diandalkan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa
- Melakukan perbaikan tiada henti membeda-bedakan, bertindak berdasarkan
kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan
dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2 | Akuntabel
- Melaksanakan  tugas dengan  jujur, | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan
berintegritas tinggi Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam
- Menggunakan kekayaan dan barang milik | berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani
negara secara bertanggung jawab, efektif, menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik
dan efisien. institusi dan negara.
- Tidak  menyalahgunakan  kewenangan
jabatan
3 | Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk

menjawab tantangan yang selalu berubah

- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas

terbaik

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan
tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang
dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan
terus-menerus melakukan upaya pengembangan
kompetensi diri.




PERILAKU KERJA

4 | Harmonis
-Menghargai setiap orang apapun latar | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
belakangnya
-Suka menolong orang lain Bersikap positif & kooperatif dalam membangun
-Membangun lingkungan kerja  yang | kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik
kondusif berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap
semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan
kewajiban.
S | Loyal
-Memegang teguh  ideologi Pancasila, | Ekspektasi Khusus Pimpinan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara | Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam
Kesatuan  Republik Indonesia  serta | berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani
pemerintahan yang sah menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik
-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, | i stitusi dan negara.
Instansi, dan Negara
-Menjaga rahasia jabatan dan negara
6 | Adaptif

-Cepat menyesuaikan diri menghadapi
perubahan
-Terus Dberinovasi dan mengembangkan
kreativitas

-Bertindak proaktif

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima
masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja,
serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan
memanfaatkan informasi terkini.




PERILAKU KERJA

7

Kolaboratif

-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak
untuk berkontribusi

-Terbuka dalam bekerja sama untuk
menghasilkan nilai tambah

-Menggerakkan pemanfaatan berbagai
sumberdaya untuk tujuan bersama

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Bersikap positif & kooperatif dalam membangun
kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik
berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap
semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan
kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,

Dwi Prasetyo Widodo
196812021989031002

Medan, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,

[rawan
1967082221988031001




LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1.

130 pegawai

2.

Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/ laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1.

Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

Target
Q1 Q2 Smt.l Q3 s.d.Q3 Q4 Y
1 | Persentase realisasi penerimaan pajak 25% | 50% 50% 75% 75% | 100% | 100%
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan
2 | pajak bruto dan deviasi proyeksi 100 100 100 100 100 100 100

perencanaan kas

Persentase realisasi penerimaan pajak dari
3 | kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 25% | 50% 50% 75% 75% | 100% | 100%
(PPM)

Persentase capaian tingkat kepatuhan
4 | penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib 60% | 80% 80% 90% 90% | 100% | 100%
Pajak Badan dan Orang Pribadi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari | 25%
S | kegiatan Pengujian Kepatuhan Material 50% 50% 75% 75% | 100% | 100%
(PKM)




Persentase perubahan perilaku lapor dan

6 | bayar atas kegiatan edukasi dan 10% | 40% 40% 60% 60% 74% | 74%
penyuluhan
Indeks K Pel

7 | Indeks Kepuasan Pelayanan dan 5% | 5% | 10% | 5% | 15% | 85% |100%
Efektivitas Penyuluhan

8 Persentase'Pengawasan Pembayaran Masa 90% | 90% 90% 90% 90% 90% | 90%
WP Strategis
Persentase penyelesaian permintaan

9 | penjelasan atas data dan/atau keterangan | 10% | 40% 40% 735% 735% 100% | 100%
WP Strategis
Persentase pemanfaatan data selain tahun

10 | berjalan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Efektivi P lol Komi

1 | iektivitas Pengelolaan Romite 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
Tingkat Efektivitas P ik

1o | ingkat Efektivitas Pemeriksaan dan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Penilaian

13 | Tingkat Efektivitas Penagihan 15% | 30% 30% 45% 45% 75% | 75%
P i 1

14 | Dersentase penyampaian usu 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100% | 100%
Pemeriksaan Bukti Permulaan
Persentase penyelesaian Laporan

15 | Pengamatan dan Produksi Alat 20% | 50% 50% | 80% 80% | 100% | 100%

Keterangan




Tingkat Kualitas Kompetensi dan
16 Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM 100 100 100 100 100 100 100
17 | Indeks Penilaian Integritas Unit - - - - - 85 85
18 Indek§ efektlyltas.lmplementa.31 N 23 47 47 70 70 90 90
manajemen kinerja dan manajemen risiko
19 Indeks kinerja kualitas pelaksanaan 100 100 100 100 100 100 100
anggaran
KONSEKUENSI
1.

Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan
yang berlaku.

Medan, 31 Januari 2024
Pegawai yang Dinilai, Pejabat Penilai Kinerja,

Dwi Prasetyo Widodo Irawan
196812021989031002 1967082221988031001
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